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Berdasarkan surat Nomor : B/1710/UN39.2/0T.01.00/2022 tanggal 02 Juni 2022, bersama ini
kami sampaikan daftar POS AP (SOP) Layanan Keuangan UNJ. (Terlampir)

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan

terimakasih.
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' DASAR HUKUM :

1. Undang - Czn_msw 2039, :. Tahun mccw tentang Wn:m:mm: zmmm_‘m

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negar

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.05/2013 jo. PMK Nomor
230/PMK.05/2016 Tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara Pada
Satuan Kerja Pengelola APBN

6. PMK Nomor 126/PMK.05/2016 jo. PMK Nomor 128/PMK.05/2017 Tentang Tata

1. Memiliki Sertifikat Pelatihan Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT)
2. Memahami Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar

3. Memahami Tugas dan Fungsi di bidang Perbendaharaan

4. Memahami Aturan di bidang Perbendaharaan

5. Memahami Pengelolaan Keuangan BLU

Cara vmﬂmemnmmu Sertifikasi wﬂnamrmwm Pada wmﬁcm: Kerja 1mumm_on >wwz
' KETERKAITAN : : _

_PERALATAN PERLENGKAPAN :

1. Pengesahan Pendapatan BLU
2. Laporan Keuangan BLU UNJ

Sistem Aplikasi Satker (SAS)

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
Aplikasi SAKU UNJ

Online Monitoring SPAN

Rekening Koran

Data Virtual Account

C".U‘:‘*‘F"!o!"

PERINGATAN :

vmzo»ggz DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka dapat EnEE.c.c_wm.:.

kerugian negara dan akan menghambat proses penyusunan laporan keuangan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual (arsip)




”mc_u Penerimaan Pada Rekening Dana Kelolaan
_Unit Kerja : Bagian Keuangan

MUTU BAKU
- NO. KEGIATAN
ROREREITSS KPA i PPSPM KPPN i BANK PEHCAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT (ETERANGAY
LAYANAN SPM UNIT/FAKULTAS KERIASAMA

1 |Bendahara Penerimaan menerima uang R 1hari (rekening koran
masuk pada rekening dana pengelolaan \ /

2 |Bendahara Penerima melakukan identifikasi Kanfitmisi ke Link/kultas rekening koran, data virtual | 1hari (Kertas kerja rekening
penerimaan pada rekening dana kelolaan. AbalikaTicak taridentifias) account dan konfirmas ke. dana kelolaan
Apabila belum teridentifikasi maka uang Unit/Fakultas

3 |Dana Kerjasama yang sifatnya in-out tetap rekening koran dan kertas 1hari |Kertas kerja pemindahan
direkening dana kelolaan dan tidak kerja rekening dana penerimaan dana
disahkkan menjadi pendapatan. Dana kelolaan kelolaan dan laporan
Kerjasama yang menjadipendapatan UN). || | bebeooo s PRI (DS gy o] P o) [ S| pendapatan
maka dana kerjasama tersebut dipindahkan
ke rekening pendapatan. Lalu bendahara
penerimaan memasukkan rincian
pendapatan ke dalam laporan pendapatan

an menentukan akun pendapatannva

4 |Bendahara Penerimaan membuat iembar 1hari |lembar identifikasi,
hasil identifikasi yang nantinya akan ‘j d laporan pendapatan,
diserahkan ke BPP Unit/Fakuitas, dan 1aporan _Hl_ ] o Surat Pernyataan
pendapatan yang ditandatangani oleh Tanggung lawab
Bendahara Penerimaan mengetahui N e
Koordinator Layanan Keuangan, serta .
membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab i

5 |Apabila ada penerimaan yang belum «m 1hari |Kertas kerja pemindahan
teridentifikasi, maka pada akhir tahun H penerimaan dana
penerimaan yang belum teridentifikasi m kelclaan dan faporan
tersebut dipindahkan ke rekening Z pendapatan
pendapatan ] D

—

& |Kemudian disahkan menjadi pendapatan 1hari
sesuai SK KPA tentang Kebijakan Umum
Pengelolaan Keuangan di Lingkungan | s
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) nomor I
1179/3p/2018 tanzoal 21 Desember 2018,




PENJELASAN SOP

Penerimaan Pada Rekening Dana Kelolaan

Bendahara Penerimaan menerima uang masuk pada Rekening Dana Kelolaan,
kemudian dilakukan proses identifikasi uang masuk. Proses identifikasi memeriukan
data rekening koran dan wvirtual accownt. Apabila dari data wvirtual account belum
teridentifikasi, maka Bendahara Penerimaan melakukan konfirmasi ke seluruh Pihalk
Fakultas ataupun Unit Kerja yvang ada di UNJ. Uang masuk yang telah teridentifikasi
tersebut akan dipindahkan ke Rekening Pendapatan setiap awal bulan di bulan
berikutnya. Setelah dipindahkan ke Rekening Pendapatan, maka disahkan sebagai
Pendapatan BLU. Sebbelum disahkan menjadi Pendapatan BLU, Bendahara
Penerimaan mengkalsifikasikan pendapatan sesuai Keputusan Direktur Jenderal
Perbendaharaan MNomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada
Bagan Akun Standar. Selanjutnya Bendahara Penerimaan membuat Laporan
Pendapatan yang dibuat setiap bulannya. Apabila masih terdapat uang masuk yang
belum teridentifikasi, maka uang masuk tersebut tidak dipindahkan ke Rekening
Pendapatan atau tetap berada di Rekening Dana Kelolaan. Uang masuk yvang belum
teridentifikasi tersebut baru dapat dipindahkan ke Rekening Pendapatan pada akhir
tahun sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1179/SP/2018
tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Universitas Negeri

Jakarta.
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DASAR HUKUM :

Pengujian Pajak LS

'KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Menteri Nm.:mamm._..._ Republik Indonesia Nomor .ww:m.?_m.o.m\woa.

Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, 1. Memiliki Pengetahuan tentang Peraturan Pajak Terbaru
Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta 2. Znam:mam Hunw_.:naumm: Tarif P wgm._m.wm: -
Pemotongan dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi 3. Memahami Kode Pajak dan Jenis Setoran Paja
: 4. Memiliki Akses ke DJP Online
Pemerintah; :
; : i ; 5. Ketepatan Dalam Pelaporan Pajak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 17/PJ/2021 dijelaskan pengertian
Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Instansi
Pemerintah;
3. Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-13/PJ/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/Pj/2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan
Penggunaan Nomor Identitas Subunit Organisasi Instansi Pemerintah Serta
Kewajiban Pelaporan Pajak Instansi Pemerintah.
KETERKAITAN : : : ; PERALATAN PERLENGKAPAN :
1. Aplikasi Unifikasi Pajak
1. Pelaporan Pajak SPT Masa Bendahara Pengeluaran UNJ 2. DJP Online )
2. Laporan Keuangan BLU UNJ 3. Kelengkapan Dokumen Pajak
4. Komputer/laptop/printer/scanner
5. Jaringan internet
PERINGATAN : ENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat
pengajuan SPP dan pelaporan pajak

Disimpan sebagai data elektronik dan manual (arsip)




|SOP Pengujian Pajak LS
Unit Kerja : Bagian Keuangan UNJ

MUTU BAKU
NO. KEGIATAN BPP BENDAHARA KETERANGAN
TIM PAJAK PENGUII VERIFIKATOR BANK KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
UNIT/FAKULTAS PENGELUARAN
1 BPP Unit/Fakultas Mengirimkan Dokumen D Billing, Bukti Potong, Faktur Pajak, {Hian
Pajak ke Penguji SPP Melalui Aplikasi SAKU ADK Pajak dan SSP
A
) Tim Penguji SPP mengirimkan Dokumen Pajak D Billing, Bukti Potong, Faktur Pajak, 1 Hari
dari BPP ke Tim Pajak untuk diuji ADK Pajak dan SSP
. L : - . Catatan Atas Pengujian
Tim Pajak Melakukan Pengujian Nilai dan D Billing, Bukti Potong, Faktur Pajak, ol . R
3 . ; 1 Hari |Pajak pada Aplikasi
Kelengkapan Dokumen Pajak ADK Pajak dan SSP
SAKU
difolak diima Catatan Tambahan dari
> T T < > D Billing, Bukti Potong, Faktur Pajak, y
Tim Pajak Mengirim Hasil Pengujian Pajak ke . _ | Verifikator Atas
4| ADK Pajak dan SSP dan Catatan atas | 1Hari .o
Verifikator onauian Paiak cada Aolkasi SAKU Pengujian Pajak pada
engujian Pajak pada Aplikasi Aplikasi SAKU
;e - ; 1D Billing, Bukti Potong, Faktur Pajak,
Apabila Nilai & Dokumen Pajak Sudah Sesuai | m : '
- ADK Pajak dan SSP, Catatan atas
maka Dikirim ke Bendahara Pengeluaran, o . : ;
5 Pengujian Pajak dan Catatan 1 Hari |Bukti Setor Pajak (SSP)

selanjutnya akan Dilakukan Pembayaran Ke
Bank

Aplikasi SAKU

Tambahan dari Verifikator pada




PENJELASAN SOP

Pengujian Pajak

BPP Unit/Fakultas Mengirimkan Dokumen Pajak ke Penguji SPP Melalui Aplikasi SAKU.
Dokumen pajak tersebut diantaranya ID Billing, Bukti Potong, Faktur Pajak, ADK Pajak
dan SSP. Setelah itu, Tim Penguji SPP mengirimkan Dokumen Pajak dari BPP ke Tim Pajak
untuk diuji. Tim Pajak Melakukan Pengujian Nilai dan Kelengkapan Dokumen Pajak.
Apabila materi pengujian sudah sesuai, maka Tim Pajak Mengirim Hasil Pengujian Pajak
ke Verifikator. Apabila ada ketidaksesuaian dokumen pajak, wverifikator akan
mengembalikan ke BPP. Lalu BPP akan memperbaiki sesuai catatan wverifikator. Apabila
Nilai dan Dokumen Pajak Sudah Sesuai maka wverifikator akan mengirimm dokumen ke
Bendahara Pengeluaran, selanjutnya akan dilakukan pembayaran ke Bank. Sebagai bukti

pembayaran pajak, bank mengeluarkan Bukti Setor Pajak (SSP).
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m.oﬂmmmm_pmﬂ Pendapatan

DASAR HUKUM :

EEEEH Ewgmnmbus

1. Undang - Cunmbw Nomor 17 .H.mbcu 2003 tentang Wncwbmmb Negara;

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negar

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.05/2013 jo. PMK Nomor
230/PMK.05/2016 Tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja
Pengelola APBN

6. PMK Nomor 126/PMK.05/2016 jo. PMK Nomor 128/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara m.mam memﬂ Kerja ﬁnum&o_m APBN

Memiliki Sertifikat Pelatihan Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT)
Memahami Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar
Memahami Tugas dan Fungsi di bidang Perbendaharaan
Memahami Aturan di bidang Perbendaharaan

Memahami Pengelolaan Keuangan BLU

S P b

KETERKAITAN :

PERALATAN PERLENGKAPAN :

1. Pengesahan Pendapatan BLU
2. Laporan Keuangan BLU UNJ

Sistem Aplikasi Satker (SAS)

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
Aplikasi SAKU UNJ

Online Monitoring SPAN

Rekening Koran

Data Virtual Account

R

MMWHZQPA..}Z

Humz O).HS.H.»Z DAN ﬁ%@bﬂ%

Jika SOP ini tidak anmwwmbmwg sesuai prosedur maka n_mnmﬁ Em:ﬁzu;Fmﬂ kerugian negara
dan akan menghambat proses penyusunan laporan keuangan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual (arsip)




|SOP Pengesahan Pendapatan
| Unit Kerja : Bagian Keuangan

mengeluarkan Dokumen SP2D. Dokumen
SP2D yang sudah keluar bisa dilihat pada

aplikasi CMSPAN

| NO. KEGIATAN MUTU BAKU KETERANGAN
BENDAHARA KOORDINATOR KPA OPERATOR PPSPM KPPN BpPP BANK PENERIMA KELENGKAPAN WAKTU ouTeuT
PENERIMAAN LAYANAN 5PM UNIT/FAKULTAS KERJASAMA
KEUANGAN

1 |Bendahara Penerimaan Membuat Laporan Rekening Koran 2hari |Laporan Pendapatan
Pendapatan dan Surat Pernyataan Tangeung danSurat Pernyataan
Jawsb w Tanggung Jawab [SPTI)

2 |Laporan Pendapatan dan Surat Pernyataan m Laporan Pendapatan dan Surat 1hari |Laporan Pendapatan
Tanggung Jawab diperiksa oleh Koordinator _ sherbolibn untik ) Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) ditandatangani oleh
Layanan Keuangan. Apabila sudah sesuai  dhoreksd | Koordinator Layanan
maka dikirim ke KPA untuk ditandatangani, Av Keuangan
apabila tidak sesuai atau perlu ada
perbaikan maka dikembalikan ke Bendahara A
Pengrimaan

3 |Dokumen Surat Pernyataan Tanggung lawab Laporan Pendapatan yangtelah 1hari |SuratPernyataan
dikirim ke KPA untuk ditandatangani _L”_ telah ditandatangani dan Surat TanggungJawab (SPTJ)

=] Pernyataan Tanggunz Jawab (SPTJ} ditandatanzani oleh KPA

4 |Dokumen Laporan Pendapatan dan Surat — Surat Pernyataan Tanggung Jawab 1hari |Surat Perintah
Pernyataan Tanggung Jawab dikirim ke T [SPTJ) dan Laporan Pendapatan yang Fengesahan Pendapatan
Operator SPM - ‘1_.\ telah ditandatangani dan Belanja BLU (SP3B)

5 |Kemudian Cperator SPM membuat SP3B pada
aplikasi SAS _H_U

€ |PejabatPenandatangan SPM i Surat Pernyataan Tanggung Jawab 1hari |SuratPerintah

datangani SP3B m 2 [SPTJ), Laporan Pendapatan yang Pengesahan Pendapatan

m _H’J telah ditandatangani dan Surat dan Belanja BLU (SP3B)
! i Perintah Pangesahan Pendapatan ditandatangani
w dan Belanja BLU [SP3B)

7 |SP3B dikirim ke KPPN melalui aplikasi ESPM. ! Surat Pernyataan Tanggung Jawab 1hari
m + [SPTJ), Laporan Pendapatan dan
m Surat Perintah Pengeszhan
: Pendapatan dan Belanja BLU [SP38)
_“ yangtelah ditandatangani

& |Hasil pengesahan dapat dilihat pada aplikasi _" Y 1 hari
ESPM. __ < >

S |Pendapatan berhasil disahkan dan KPPN m 1 hari




.

PEMNJELASAN SOP

Pengesahan Pendapatan

Setiap awal bulan Bendahara Penerimaan membuat Laporan Pendapatan. Laporan
Pendapatan tersebut merupakan sumber dokumen wyang akan digunakan untuk
melakukan pengesabhan Pendapatan BLU. Setelah Laoran Pendapatan Jdibuat,
Bendahara Penerimaan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPT1), kemudian
SPT1 divalidasi oleh Koordinator Layanan Keuangan. Apabila sudah sesuai maka dikirim
ke KPA untuk ditandatangani, apabila tidak sesuai atau perlu ada perbaikan maka
dikembalikan ke Bendahara Penerimaan. Setelah SPT] ditandatangani oleh KPA, maka
dikirimm ke Operator SPNW untuk dibuatkan SPa3B. Setelah itu sSP2B dikirim ke Pejabat
Penandatangan SPM. Selanjutnya SP3B dikirim ke KPPMN melalui aplikasi E-SPMW. Hasil
pengesahan dapat dilihat pada aplikasi E-SPMW. Setelah pengajuan pengesahan
Pendapatan BLU berhasil disahkan, maka KPPN mengeluarkan dokumen SP2D.
Dokumen SP2D tersebut dapat dilihat pada aplikasi OMSPAN. Berdasarkan Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-S/PB//2011 tentang Mekanisme
Pengesahan Pendapatan damn Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum, disebutkan
bahwa penyampaian SP2B BLU dapat dilakukan satu kali atau lebih dari satu kali dalam

satu trivwulam.
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_u>m2w ICNSS

wmbms .mb Pajak GU

| KUALIFTRAST PELARSANA Lo eh s E il

1. Peraturan Ensnmﬂ Keuangan Republik Indonesia Nomor wmimg_ﬁ.cwxwoﬂo
Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak,
Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta
Pemotongan dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi
Pemerintah;

2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per — 17 /PJ/2021 dijelaskan pengertian
Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Instansi
Pemerintah;

3. Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-13/PJ/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/Pj/2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan
Penggunaan Nomor Identitas Subunit Organisasi Instansi Pemerintah Serta
ﬁnﬁm._mcmﬂ _uawmvoﬁ.mu m.m‘.mw Fmﬂmnmp _unﬁnnh.ﬂmr

Memiliki Pengetahuan tentang Peraturan Pajak Terbaru
Memahami Perhitungan Tarif Perpajakan

Memahami Kode Pajak dan Jenis Setoran Pajak
Memiliki Akses ke DJP Online

Ketepatan Dalam Pelaporan Pajak

[0 - I e

PERALATAN PERLENGKAPAN :

1. Pelaporan Pajak SPT Masa Bendahara Pengeluaran UNJ
2. Laporan Keuangan BLU UNJ

Aplikasi Unifikasi Pajak

DJP Online

Kelengkapan Dokumen Pajak
Komputer/laptop/ printer/scanner
Jaringan internet

o hou

PERINGATAN :

THZOE_,&HE DAN vaU>H>>Z :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat
pengajuan SPP dan pelaporan pajak

Disimpan sebagai data elektronik dan manual (arsip)




wmo_u Pengujian Pajak GU
Unit Kerja : Bagian Keuangan UNJ

| MUTU BAKU
NO. KEGIATAN KETERANGAN
TIM PAJAK PENGUII il e Moo BANK KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
UNIT/FAKULTAS R PENGELUARAN
| % Unit/Fakultas _H\_m:ma%__ gmcsmw. e .- Invoice, Kwitansi, E_ ing, m____a | Catatan Atas Koreksi
1 |Pajak GU ke Tim Pajak untuk Pengujian Nilai g Potong, Faktur Pajak, ADK Pajak dan | 1 Hari —
dan Kelengkapan Dokumen Pajak GU i ssp :
Y i itansi, ID Billing, Bukti
: Tim Pajak Melegalisir Bukti Bayar (SSP) Pajak _M,..Henm_ ”Ew_”%ﬂ L phwn = _n_ i |16 Hardcopy Dokumen
n
GU otong, Faktur Pajak, ADK Pajak da Pajak untuk Tim Pajak
SSP
BPP Unit/Fakultas Mengirimkan Dokumen ¥ Invoice, Kwitansi, ID Billing, Bukti
3 [Pajak GU ke Penguji SPP Melalui Aplikasi 4 [ Potong, Faktur Pajak, ADK Pajak dan | 1 Hari
SAKU 5SP
i ek o AL : Invoice, Kwitans, ID Billing, Bukti Catatan Atas Pengujian
" ak mengu i
4 mw_e_ s R Potong, Faktur Pajak, ADK Pajak dan | 1 Har |Pajak pada Aplikasi
W S5P SAKU
| g Invoice, Kwitansi, ID Billing, Bukti Catatan Tambahan dari
- |Apabila Nilai & Dokumen Pajak Sudah Sesuai it i = : 5 _ ;
Y v e ¢ = Potong, Faktur Pajak, ADK Pajak dan | Verifikator Atas
-5 |Tim Pajak mengirim hasil Pengujian pajak ke . .. | 1Hari . i
_ Bktor untuk meniad SPM SSP dan Catatan atas Pengujian Pajak Pengujian Pajak pada
o |verfi
| (PR oada Aplikasi SAKU Aplikasi SAKU




PENJELASAN SOP

Pengujian Pajak

BPP Unit/Fakultas Mengirimkan Dokumen Pajak ke Penguji SPP mMelalui Aplikasi SAKU.
Dokumen pajak tersebut diantaranya 1D Billing, Bukti Potong, Faktur Pajak, ADK Pajak
dan SSP. Setelah itu, Tim Penguji SPP mengirimkan Dokumen Pajak dari BPP ke Tim Pajak
untuk diuji. Tim Pajak Melakukan Pengujian Nilai dan Kelengkapan Dokumen Pajak.
Apabila materi pengujian sudah sesuai, maka Tim Pajak Mengirim Hasil Pengujian Pajak
ke werifikator. Apabila ada ketidaksesuaian dokumen pajak, werifikator akan
mengembalikan ke BPP. Lalu BPP akan memperbaiki sesuai catatan verifikator. Apabila
Nilai dan Dokumen Pajak Sudah Sesuai maka wverifikator akan mengirim dokumen ke
Bendahara Pengeluaran, selanjutnya akan dilakukan pembayaran ke Bank. Sebagai bukti

pembayaran pajak, bank mengeluarkan Bukti Setor Pajak (SSP).
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DISAHKAN OLEH

NIP. 196212261983031001

Humﬂmnﬂ.ﬂmmﬂ Humn—m Rekening wng

'DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PEL/

NA :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang xo:mnmms Negara;

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negar

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.05/2013 jo. PMK Nomor
230/PMK.05/2016 Tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara Pada
Satuan Kerja Pengelola APBN

6. PMK Nomor 126 /PMK.05/2016 jo. PMK Nomor 128/PMK.05/2017 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara _umam wmd:m: Kerja vn:mm_owm APBN

1. Memiliki Sertifikat Pelatihan Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT)
2. Memahami Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar

3. Memahami Tugas dan Fungsi di bidang Perbendaharaan

4. Memahami Aturan di bidang Perbendaharaan

5. Memahami Pengelolaan Keuangan BLU

KETERKAITAN :

PERALATAN PERLENGKAPAN :

1. Pengesahan Pendapatan BLU
2. Laporan Keuangan BLU UNJ

Sistem Aplikasi Satker (SAS)

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
Aplikasi SAKU UNJ

Online Monitoring SPAN

Rekening Koran

Data Virtual Account

bRl o

' PERINGATAN :

320>ﬂ>6>2 DAN PEN DATAAN :

Jika wOv ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka dapat EmEBU;Fw:
kerugian negara dan akan menghambat proses penyusunan laporan keuangan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual (arsip)




T

|SOP Penerimaan Pada Rekening Pendapatan

Unit Kerja : Bagian Keuangan

el hasls

_ MUTU BAKU
h KOORDINATOR
| N SEGHTAN EENUALIRER LAYANAN KPA OFERRER PPSPM BPPUNIT/ BANK PENEREAA KELENGKAPAN |WAKTU OUTPUT RETCDAN
| PENERIMAAN SPM FAKULTAS KERIASAMA
| KEUANGAN
| 1 |Bendahara Penerimaan menerima uang 1 hari |rekening koran
masuk pada rekening pendapatan - S R — '
2 |Bendahara Penerima melakukan identifikasi rekening koran dan | 1 hari |Kertas kerja rekening
penerimaan pada rekening pendapatan data virtual dana kelolaan
account
3 |Bendahara penerimaan memasukkan rincian — rekening koran 1 hari |Kertas kerja pemindahan
pendapatan ke dalam laporan pendapatan penerimaan dana
dan menentukan akun pendapatannya, yang v kelolaan
selanjutnya Leporan Pendapatan dikirim ke
Koordinator Layanan Keuangan untuk
divalidasi. Setelah divalidasi maka [
dikembalikan ke Bendahara Penerimaan
untuk dibuatkan SPTJ
4 |Bendahara Penerimaan membuat Surat 1 hari |laporan pendapatan,
Pernyataan Tanggung Jawab dan mengirim ke 4 Surat Pernyataan
KPA untuk ditandatangani 1 Tanggung Jawab
Setelah SPT) ditandatangani maka dikirim ke '
Operator SPM untuk proses Pengesahan
| 5 |Apabila ada penerimaan yang belum m 1 hari |Kertas kerja pemindahan
| teridentifikasi, maka pada akhir tahun _ £ penerimaan dana
_ penerimaan yang belum teridentifikasi H kelolaan dan laporan
| tersebut disahkan menjadi pendapatan i pendapatan

sesuai SK KPA tentang Kebijakan Umum
Pengelolaan Keuangan di Lingkungan
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) nomor

1179/5P/2018 tanggal 21 Desember 2018.




PENJELASAN SOP

Penerimaan Pada Rekening Pendapatan

Bendahara Penerimaan menerima uang masuk pada Rekening Pendapatan, kemudian
dilakukan proses identifikasi uang masuk. Proses identifikasi memerilukan data
rekening koran dan wirtual account. Dari data tersebutlah Bendahara Penerimaan
dapat mengidentifikasi uang yang masuk pada Rekening Pendapatan. Uang masuk
yvang telah teridentifikasi tersebut akan disahkan sebagai Pendapatan BLU. Sebbelum
disahkan menjadi Pendapatan BLU, Bendahara Penerimaan mengkalsifikasikan
pendapatan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-
211 /PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Selanjutnya

Bendahara Penerimaan membuat Laporan Pendapatan yang dibuat setiap bulannya.
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DISAHKAN OLEH

uum-m&umu Hmm-#wﬂ wa—wﬂuwgﬂ“\\

qabm,}.—ﬂ I.Cmﬂcg 3 s AR S Es T e L NG.#EEEH ggg? by
1. UU Keuangan Negara. UU Zo 1 ﬂmrﬁs wo_uA Qnﬂpvmwm: _mun_mmm,a utama terkait
dengan pengujian dan pembayaran tagihan karena pada hakekatnya pelaksanaan 1. Memahami landasan hukum pengujian tagihan
pengujian dan pembayaran tagihan atas beban APBN adalah ranah Perbendaharaan 2. Memahami mo:mm_u Pengujian
Negara; 3k mn»nvmmm: Pengujian AKUN o .
2. Peraturan Menteri Keuangan R.I. No. 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman M ”anm.__MHMM.MNMM«MWMM#%MNMN%NWMMM Mnﬁwn“ﬂ meﬂww_mxmvm: Deicusnen

Pengelolaan Badan Layanan Umum,;

3. UU No. 15 Tahun 2004: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara;

4. PP no. 23 Tahun 2005 S:ﬁm:m Pengelolaan Enﬁw:mms mmam: rmw.mdm: Umum

KETERKAITAN : PERALATAN PERLENGKAPAN :
1. Aplikasi SAKU UNJ
1. Terbitnya SPM BLU UNJ 2. Dokumen Dasar Pengujian (SPP)
2. Pengesahan Belanja BLU UNJ 3. Aturan SBM
3. Laporan Keuangan BLU UNJ 4. Komputer/laptop/printer/scanner
S. Jaringan internet

"PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat proses
pencairan dana BLU

Disimpan sebagai data elektronik dan manual (arsip)
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50F SPF BELAMIA BLU
UMITRCRIA - KEUANGAN UNTWVERSITAS NEG LR JARARTA

NO

KIGWATAN

PIL

AR SAN A

MALTL BARL

KET -

UNIT KERLS
PENGUSUL

PINCRIMA BORKAS

VIRFIKATOR

ADMIN PPK

UINIT PALAK

PEMGUN TAGHAN

VERIFIKATOR

TTHDANARE

PENGTLLIARA

PENCRIMA

KILENGEAPAN

WRKTU

CUTRUT

Unig erjs pengusal mangajuion berkas guan
Sty an Belanja barang kepada penerima bk

* a
L
"

APP, SPK. BAP, DAST. DAPD, Fakiur barang. 5PP LS, T
Fawrur, buiti trans e, ref. bank, sex_koran, NFWP,
Karte pemgawes, rings. Kontrak, kuitansi, sn
poianan, st permohonan pembayaran dar pinak ks
3 tadendum bla ada)

Peneroma berkas menyerahion bercys gjuan wesoada
worilicator untuk diperisa

RPP, SPK, BAF, BAST, DAPR, Faktur barang. SFPF LS. E-
Faictus, bakdi transler, rel. bani, relUkoran, NPWP.
Kartu pengawaa, ringh, Ronrak, kuftansl an

s pe by dari pihan ke
3 fadandum bia ada)

Verilkator menyerahian Seruam gjuan kepada BPP untuk
di input

RPP, SPK. DAP. BAST. BAPE. Faklur barang. SPP LS E-
Faxtur, bukti travrsler, rel. Bank, rekkoran, NPWE,
Kary pengmwan. ringh. Kontrax, kuitansi, art
paaanan, art permohonan pembayaran dard pihak ke
3 ladendum zéda ada)

N tidak seauai. dixembalican Repads unil anit pengus el

Fia vesual DPP
wenada admin PPR

¢

RPP_SPN, DAP, BAST, BAPE, Faktur barang SPP LS. O
Fawiur, buiti wranzler, ral. bank. reickoran, NFWE,
Eariu pengown, rmgh Kontrak, kuilassd st

- PRp— dari pitak ke
3 {odendusmn bia adal. SPP. SPTB. SPTIM dan rincian
majak

PFR T gani SPP, jika vdak
benghan v kembafikan ke unit pengusal

adan manand

RPP. SPK, BAP, BAST, BAPB, Faktur barang, PP LS, -
Fawiur, bukti ranisler, red. bank, rekkoran, NPWP,
Karly pengawas, ringl. Koatrah, kuitansi, st
pesanan, st permohonan pembayaran dari pihak ke
3 {adendum bila ada), SPP, SPTE, SPTIM dan rincian
pajan

BPP tnenwrima berkas ajuan yang sudah ditand atangani
PPK dari admin PPK

APP, SPK, Bap, BAST, BASH, Faktur Barang, SPP LS. -
Faktur, bukli transfer, rel. bank, rokkacan, NPWP,
Karty pengawan, ringk. Kontrak, kuflansi st
pesanan, srt permohonan pembayaran dar plhak ke
3 {adendum bila adal, SPP, SPTE, SPTIM dan rincian
B

PP ygsdh
ditnda

BPP menyerghian berkas ajuan ke bagian pajak

RPP,SPK, DAP, RAST, BAPE, Factur barang, 3PP LS, -
Faltur, bukti transler, ref. bank, relckoran, NPWE,
Narlu pengawas, rmgh, Kantrak, kuitanai, s
pesanan, st permohonan pernbayaran dani pihas e
3 {adendum bila ada), SFP, SPTB, SPTIM dan rincian
Bajak

Bagis pajsk menerbithan £-Baiing

APP, SPK, DAP, BAST, BAPB. Faxtur barang, SPP LS, E-
Faltur, bukti transier, ref, bani, relciocan, NPWP,
Kartu pengawas, tingk. Kantral, kuitansi, s
pesanan, 31l permahonan pembayaran dari pihak ke
3 (adendan bila adal, SPP, SPTE, SPTIM dan rincian
sajak

£-Biding

10

BRP wnit / fokultes mengajuian SPP pada apiicasi SAKU

APP, SPK, BAP, BAST, DAPB, Faktur barang, SPP LS, E-
Fatur, bukdi transfer, ref. bani, rekoran, NPWP,
Karty pengawas, ringh. Kanlrak, kuitansi, srl
peanan, 31t permahionan pembayaran dar péhak ke
1 {adendum bila ada), SPP, SPTH, SPTIM dan ringian
saja, [-Bifing

1 hari

11

Penguji tagihan menguji spp pada apiicsi saky jia tidak
sesuai akan diberikan catatan gerbaian dan jikaseaua
dimgatican ke verificatar

el e e

¢o:B

RPP, SPK, BAP, BAST, BAPB, Faklur barang, SPP LS, E-
Faktur, bukti transler, rel. ban, relckoran, NPWE,
Martu pengoven, fingk. Konlrak, kuitansi, sat
pesanan, srt permahonan pembayaran dar piak ke

pajak, [-BA6ng 3

3 ladendum bila ada), SPP, SPTR, SPTIM dan rinciag
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S0& SEP BOLANIA BLU
LINIT KERLA - KEUANGAN UNWVERSITAS NIGERILAKARTA

PELAKSANA MUTU BARU KET
UNIT KERLY oL gt
ND KEGLATAN PENGUSUL PENCRMAL BEREAS | VIRFIRATOR _ ore — ADMIN FPE Ll UHIT PAUAK | PENGUN TAGIHAN _ VERIFIK ATOR FENGELUARS RANK | PENCRIMA ECLENGRAPAN WAKTU QUTPUT
a
_ ! * [ RPF, SPK, AP, BAST, BAPD, Faktur batang, SPP LS, £
= = i e H Fakar, i fer, r=l. i coran, NPWP,
Pomguj taghan menguf soo pada aolitnd saky Fea tiday " ' ux;al :_ﬂz. ﬂ. e, bank, R...r q....a
2 - 3 5 i 1 Kariu pengaws., ringt. Kontrak, kuitansd, st
11 |semus svon diberian calatan perbaican dan ja sesus’ (TP O] o s i iy SEM
difimo shkan e verifd = ) ] pesanan, art permohanan peenbayatan dari pihak ke
i 1 {adendum bila sdal, SPR, SPTE, SPTIM dan rincian
: pajak, [-Bilfing
! “ RPF, SPY, BAP, BAST, BAPE, Faktur basang, SPP LS £
1 - M
F. i el . NPWP,
Veriliator mesrvesilioni spg yang sudah di uji jra tidai ! ahtus buled Fu.u.*n_. ..ﬂ_ EOR _ﬁn.rn!.v._ "
e i 5 = - Kartu pengawas, ringl. Kantrak, kuitansi sn SPM ygsdn
12 |ssmuai divembaficn ke unit pengusul don o sesuai ' ) Et
difimpatian ke PESEM ! pesanan, 31t permofonan pembayaran dari piak ke i walidan i
== . 3 Jadendum bila adal, 9P, SPTE, SOTIM dan rincian
: maja, E-Billing, SPM
_w RPP, SPK, BAP, BAST, BAPD, Fautur barang, SPP LS. £-
| Faktur, bukti transler, ref. bank, reiaran, NPWP,
i = " -
13 [PESPM menand atangani SOM BLU jasudat sesusi “ Kol peniyiin; gl ROOE, kikhasy Sat.
dengan sywal keteniua H pesanan. st v..naa.nx_c_._k__ oembayaran dari nrw_.lH e
" 3 {adendum bila ada], SPP, SPTB, SPTIM dan rincian
H ' pajah, E-Dkng, SPM, 5P2D st parintah transfer dan
: gra
]
14 | Jiea vidak seuai di Ermada peng ’ 1 hari
I
— 5920 sural
Bendahara Pengsiusran mension SPM BLU untuk di ; erintah
15 H b _ = SP2D, sural perintah transler dan gito i
prosss pancaisan tranfer dan
! e
2 2 .| et
16 | Bank mencairkan ke rekening shak ke tiga k e .‘ i ol e




PENJELASAN SOP

Pengujian Tagihan Belanja BLU

Mekanisme pengujian tagihan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain
meliputi pengujian dan pemeriksaan terkait kesesuaian dokumen anggaran,
ketepatan pembebanan akun, kuitansi, pemeriksaan serah terima Barang/jasa,
pemeriksaan daftar gaji, pemeriksaan daftar gaji lainnya, penvyiapan SPP GUP,

penviapan SPP gaiji, penyiapan SPP gaji lainnya dan pengawasan pagu anggaran.

Pengujian tagihan pada prinsipnva bertujuan wuntuk mMmemastikan tagihan wyang
dibayarkan atas beban APBMN adalah benar dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip
pengelolaan Keuangan negara baik secara substansif maupun formal. Secara
substansif pembayaran tagihan sesuai dan sejalan dengan paradigma dan prinsip
prengelolaan keuangan negara, secara formal pengujian sesuai dengan aturan formal

wvang berlaku.

Prinsip Pengujian Tagihan :
1. Pengujian Terhadap Kesesuaian Tagihan dengan UU atau pengujian;
2. Pengujian Terhadap Kesesuaian Tagihanmn dengan aturan
pelaksanaan UU atau pengujian;
3. Pengujian Terhadap Kesesuaian Tagihan dengan output/materi/hasil atau

Pengujian.
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Pelaporan Pajak BLU
DASAR HUKUM : S R e e KU FIKASTRE AR SANATH
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019
Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, 1. Memiliki Pengetahuan tentang Peraturan Pajak Terbaru
Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta 2. gmamrmﬁm vnﬂrwnzjmm: Tarif ﬁw-ﬁ.&mwmd .
Pemotongan dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi 3. ZWBWTmH_ Kode Pajak n_ms. Jenis Setoran Pajak
Pemerintah; 4. Memiliki Akses ke DJP Online .
, s .. . 5. Ketepatan Dalam Pelaporan Pajak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per — 17 /PJ/2021 dijelaskan pengertian
Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Instansi
Pemerintah;
3. Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-13/PJ/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/Pj/2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan
Penggunaan Nomor Identitas Subunit Organisasi Instansi Pemerintah Serta
Kewajiban Pelaporan Pajak Instansi Pemerintah.
'KETERKAITAN : : SRR ey PERALATAN PERLENGKAPAN :
1. Aplikasi Unifikasi Pajak
1. Pelaporan Pajak SPT Masa Bendahara Pengeluaran UNJ 2. DJP Online
2. Laporan Keuangan BLU UNJ 3. Kelengkapan Dokumen Pajak
4. Komputer/laptop/printer/scanner
5. .Lmﬂ.ﬁmmn iﬂmnumn. :
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka pelaporan pajak akan
terlambat

Disimpan sebagai data elektronik dan manual (arsip)




SOP Pelaporan Pajak BLU
Unit Kerja : Bagian Keuangan UNJ

MUTU BAKU
'NO. KEGIATAN AHARA KETERANGAN
TIM PAJAK i e S KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
_ UNIT/FAKULTAS | PENGELUARAN | JENDERAL PAJAK
Invoice, Kwitansi, D Billing, Bukti Potong, Faktur
1 i iak | — ' ' 1 hari |Legalisir SSP
BPP zgm_:q._ Dokumen Kelengkapan Pajak Pajak, ADK Pajak dan S5P g
GU ke Tim Pajak
Bendatara Pershioran Mengirim Dokurnen ID Billing, Bukti Potong, Faktur Pajak, ADK Pajak _
2 [Kelengkapan Pajak LS : D Billing, Bukti w ¢ dan 5P L hari
- |Potong, Faktur Pajak, ADK Pajak dan SSP
_ T P e el o Dot D Billing, Bukti Potong, Faktur Pajak, ADK Pajak X s
' 3 |Pajak Berdasarkan Jenis Pajaknya : 21, 22, _— 1hari | Dokumen Tersusun Berdasarkan Jenis Pajaknya
dan SSP yang Sudah Dilegalisir
23, Pasal 4 ayat 2 & PPN
~ [Tim Pajak Melakukan Penginputan Pajak pefandatanganan SPT Masi UNJ . . . _
& [Buanan PPh 21, 22,73, Pasl 4 yat 28 ’ _% _wmmsw Bukt Poton, FakturPat, ADKPlak | 1 ot s PP 21, 2, 23, Psal 4 ayat 28 PN
an
. |PPN pada Aplikasi Pajak
_ T Masa, Rekap Pajak, Fot SSP, dan Soft
Tim Pajak Melaporkan Pajak Masa UNJ ke N .m m_u_ e m.: i . .
5 L ; Copy Rekapitulasi Data yang Telah Berhasil 1 hari [Bukti Lapor Pajak Masa UN)
. |Direktorat Jenderal Pajak i
_ Dilaporkan (Format CSV)
_
_ . . - . 0 -
6 Tim Pajak Mengarsipkan Dokumen Pajak GU ID Billing, Bukti Potong, Faktur Pajak, ADK Pajak, e | el T Besaiby e Pl

dan LS

§SP, dan Nomor SP2D




Pelaporan Pajak

Untuk pajak GU Tim Pajak mendapatkan dokumen dari BPP berupa Dokumen
Kelengkapan Pajak GU yang diantaranya adalah invoice, kwitansi, ID Billing, Bukti Potong,
Faktur Pajak, ADK Pajak, dan SSP. Kemudian tim Pajak melegalisir SSP. Untuk pajak LS Tim
Pajak mendapat dokumen dari bendahara pengeluaran berupa 1D Billing, Bukti Potong,
Faktur Pajak, ADK Pajak dan SSP. Ketika tim pajak sudah terima dokumen kelengkapan
pajak dari BPP maupun bendahara pengeluaran, transaksi belanja LS maupun GU, Tim
Pajak akan menvyalin dokumen kelengkapan pajak sebanyak 3 rangkap, yang diantaranya
adalah untuk arsip pajak, BPP, dan Bendahara Pengeluaran. Tim pajak mengklasifikasikan
dokumen pajak sesuai jenis pajak. Selanjutnya tim pajak akan melakukan penginputan
pajak pada aplikasi pajak sebelum tanggal pelaporan. Setelah melakukan penginputan
maka aplikasi pajak menghasilkan SPT masa dalam bentuk CSV, selanjutkan CSV tersebut
akan digunakan sebagai sumber data pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Pulogadung dan/atau melaporkan melalui e-filling di website DIJP Online. Setelah
melaporkan Pajak tim pajak akan mendapatkan bukti penerimaan setoran pajak dan

diarsipkan.
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UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
BIRO KEUANGAN, BAGIAN KEUANGAN
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Laman www.unj.ac.id DISAHKAN OLEH “\ﬂqﬁvm zmnmm_ﬂwﬁ..
&
(O
S
POS AP PENGESAHAN BELANJA BLU
DASAR HUKUM : s T R S | KUALIFIKASI PELAKSANA : e
1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Memiliki Sertifikat Pelatihan Bendahara Negara
2. Undang - undang Nomor | Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ,_,Qmmnmmrwmm (BNT) )
3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 2. W\Mo:wm:ma_ Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun
: ; andar
4. Peraturan _umz,_mzﬂm_,_ (PP) Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata .qum Pelaksanaan Anggatan Pendapatan dan Belanja Negara 3. Memahami Tugas dan Fungsi Dibidang Perbendaharaan
5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.05/2013 jo. PMK Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Kedudukan dan 4. Memahami Aturan Dibidang Perbendaharaan
Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN 5. Memahami Pengelolaan Keuangan BLU

6. PMK Nomor 126/PMK.05/2016 jo. PMK Nomor 128/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara

Pada Satuan Kerja Pengelola APBN
KETERKAITAN : T

PERALATAN PERLENGKAPAN :

Pengesahan Belanja m_rc.

Laporan keuangan

Sistem Aplikasi Satker (SAS)

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
Online Monitoring SPAN

Sistem Aplikasi Keuangan (SAKU) UNJ

Rekening Koran

Data Virtual Account

Komputer dan jaringan internet

o DR

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat pengesahan belanja BLU tepat waktu dan proses
penyusunan laporan keuangan

Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan manual (arsip)




SOP Pengesahan Belanja BLU

Unit Kerja : Bagian Keuangan UNJ
MUTU BAKU
BENDAHARA | KOORDINATOR BPP PRARSIM KETERANG
NG KEGIATAN PENGELUARA| LAYANAN KPA UFERATO PPSPM KPPN |UNIT/FAKULT| BANK A 9 KELENGKAPAN WART OouTPUT AN
R SPM KERJASA U
N KEUANGAN AS MA
| |Bendahara Pengeluaran membuat rincian O rekap SPM 1 hari [Rincian pengesahan
pengesahan
2 |Bendahara Pengeluaran membuat Laporan i
Belania 1
3 |Bendahara Pengeluaran membuat Surat rekap SPM dan rincian | hari [SPTJ
Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) B pengesahan
4 |Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Surat Pernyataan Tanggung | hari |Surat Pernyataan Tanggung|
dikirim ke KPA untuk ditandatangani Jawab (SPTJ). Jawab yang telah
ditandatangani
5 |Dokumen pengesahan belanja dan Surat Surat Pernyataan Tanggung | | hari
Pernyataan Tanggung Jawab dikirim ke Operator Jawab (SPTJ) bertandatangan,
SPM Laporan Pendapatan
bertandatanpan
6 |Kemudian Operator SPM membuat SP3B pada ! Surat Pernyataan Tanggung L hari [Surat Perintah Pengesahan
aplikasi SAS Jawab (SPTJ) bertandatangan, Pendapatan dan Belanja
I Laporan Pendapatan BLU (SP3B)
_ bertandatangan
7 |Pejabat Penandatangan SPM menandatangani I Surat Perintah Pengesahan 1 hari |Surat Perintah Pengesahan
SP3B. “ 4 Pendapatan dan Belanja BLU Pendapatan dan Belanja
I (SP3B) BLU (SP3B)
| bertandatangan
8 |SP3B dikirim ke KPPN melalui aplkasi E-SPM. : Surat Perintah Pengesahan | 1 hari
I Pendapatan dan Belanja BLU
_ (SP3B) bertandatangan
9 |Hasil pengesahan dapat dilihat pada aplikasi E- I itolak | hari
SPM. e e T
10 (Belanja berhasil disahkan dan KPPN h il Aplikasi Omspan | hari |SP2D
mengeluarkan Dokumen SP2D. Dokumen SP2D TJ.
yang sudah keluar bisa dilihat pada aplikasi |
OMSPAN

NOTE

1 tambah! krgiatan laporan belanja di no.2 & output nya berupa Laporan rincian belanja dengan rincian kas BLU
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DISAHKAN OLE :

g
fp‘\

Uw,

KEMENTZ,

wOm % wHWZHZHgZ UWOEZO U>2>

'DASAR HUKUM : | 0 ; S i | KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Memiliki Sertifikat 10_&__:_: w@zamrﬁm mema

2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Ter mm:_m_ﬁm_ (BNT)
3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 2. Memahami Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggatan Pendapatan dan Belanja Negara SRt . P——

; . : 3. Memahami Tugas dan Fungsi Dibidang Perbendaharaan
5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.05/2013 jo. PMK Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Kedudukan dan 4. Memahami Aturan Dibidang Perbendaharaan

Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN 5. Memahami Pengelolaan Keuangan BLU
6. PMK Nomor 126/PMK.05/2016 jo. PMK Nomor 128/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara
Pada Satuan Kerja Pengelola APBN

KETERKAITAN : . ; : 3 PERALATAN PERLENGKAPAN :
. . 5 I. Surat Permohonan Droping Dana,
Droping dana BLU dari rekening pendapatan 2. Rekapitulasi Rencana Belanja Unit/Fakultas,
3. Rekapitulasi saldo rekening pendapatan
4. Cek droping dana dari an:_:m pendapatan dan surat perintah

pemindahbukuan
5. Komputer dan jaringan internet

PERINGATAN : . _ _ | . [ | PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka pembayaran operasional BLU akan terhambat Disimpan sebagai data elektronik ?omno_da dan Sm::m_ (arsip)




SOP Permintaan Droping Dana
Unit Kerja : Bagian Keuangan UNJ

MUTU BAKU
. KOORDINATOR KETERANG
NO. KEGIATAN BPP BENDAHARA e BENDAHARA . : WAKT ;
UNIT/FAKULTAS | PENGELUARAN | LAYANAN. A PENERIMAAN | DANK RELHAE U QUERHL AN
KEUANGAN
| |BPP UnitFakultas mengmrimkan Daflar Rencana I hari |Dokumen Rencana Belanja Unit/Fakultas
Penarikan Dana ke Bendabara Pengeluaran h v
2 |Bendahara Pengeluaran membuat permohonan Dokumen Rencana Belanja Unit/Fakultas | 1 hari |Surat Permohonan Dropng Dana,
dana operasional ke Kuasa Pengguna Anggaran Rekapitulasi Rencana Belanja
dengan melampirkan surat permohonan droping _ _ Unit/Fakultas, dan rekapitulasi saldo
dana, rekapitulasi rencana belanja Unit/Fakultas, rekening pendapatan
dan saldo rekening pendapatan
3 |Surat Permohonan Droping Dana dan Rekapitulasi Surat Permohonan Droping Dana, Lhari (Surat Permohonan Dropmg Daria,
Rencana Belanja Unit/Fakultas dikirim ke Rekapitulasi Rencana Belnja Rekapitulasi Rencana Belanja
Koordinator Layanan Keuangan untuk » Unit/Fakultas, dan rekapitulasi saldo Unit/Fakultas yang telah ditandatangani
ditandatangani rekenmg pendapatan
4 |Surat Permohonan Droping Dana dan Rekapitulasi Surat Permohonan Droping Dana, Lhari |Persetujuan droping dengan memberikan
Rencana Belanja Unit/Fakultas dikirim ke KPA Rekapitulasi Rencana Belanja catatan pada rekap saldo rekening
dan KPA akan membuat persetujuan droping dana N Unit/Fakuktas, dan rekapitulasi saldo pendapatan jumlah yang akan diambil dari
rekening pendapatan masmg-masing rekening tersebut
5 |Catatan KPA pada rekap saldo rekening Surat Permohonan Droping Dana, I hari |Cek droping dana dar rekening
pendapatan dikirimkan ke Bendahara Penerimaan i Rekapttulasi Rencana Belana pendapatan dan swrat perintah
untuk diproses Unit/Fakultas, dan catatan KPA pada pemindahbukuan
rekap saldo ekening pendapatan
6 |Bendahara Pencrimaan menerima dokumen Surat Dokumen Surat Permohonan Droping Lhari |Cek droping dana dari rekening
Permohonan Dropmg Dana, Rekapitulasi Rencana _ Dana, Rekapitulasi Rencana Belanja pendapatan dan surat permtah
Belanja Unit/Fakultas dan catatan KPA pada Unit/Fakulas dan catatan KPA pada pemindahbukuan
rekap saldo rekening pendapatan dari Bendahara rekap saldo rekenig pendapatan
Pengehuaran. Selnjutnya Bendahara Pencrimaan
membuat cek dropmg dana dan surat
pemindahbukuan
7 |Cekk droping dana dan surat pemindahbukuan Cek droping dana dari rekening I hari |Cek droping dana dari rekening
dilrim ke KPA untuk ditandatangani 4 pendapatan dan surat perintah pendapatan dan surat permtah
pemindahbukuan pemindahbukuan yang telah
ditandatangani
8 |Cek droping dana dari rekening pendapatan dan Cek droping dana dari rekening Lhari |Tanda terima dari Bank
surat perintah pemindahbukuan yang telah pendapatan dan surat permtah
ditandatangani dikirim ke Bendahara Penermaan \wU pemindahbukuan yang telah
yang selanjutnya dikirm ke bank untuk diproses ditandatangani
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DISAHKAN OLEH

il

.\I M.H.

61983031001

wOm >~u m.mgw><>w>2 H>O~ﬂ>2 BLU

DASAR HUKUM : | KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Memiliki Sertifikat Pelatihan Bendahara Negara
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Tersertifikasi (BNT) .
3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara % M”Mqﬁmmﬂma_ Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggatan Pendapatan dan Belanja Negara 3. Memahami Tugas dan Fungsi Dibidang Perbendaharaan
5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.05/2013 jo. PMK Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Kedudukan dan 4. Memahami Aturan Dibidang Perbendaharaan

Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN
6. PMK Nomor 126/PMK.05/2016 jo. PMK Nomor 128/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara
Pada Satuan Kerja wonmmmo_m APBN

5. Memahami Pengelolaan Keuangan BLU

KETERKAITAN : _| PERALATAN PERLENGKAPAN :
. ) 1. cek, rekap SPM,
Permintaan Pembayaran Tagihan BLU 2. surat pencairan cek,
: 3. surat pengantar payroll, dan
Laporn ketangan 4. 1D Billing pajak
5. Komputer dan jaringan internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat kegiatan operasional BPP Unit/Fakultas

Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan manual (arsip)




SOP PENCAIRAN TAGIHAN BLU
UNIT KERJA : BAGIAN KEUANGAN

[atau Jasa)

| PELAKSANA : MUTU BAKU KETERANG
NO. KEGIATAN Bendahara KPA Buk Unit/Fakultas/Penye dia KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT AN
Pengeluaran Barang atau Jasa
| {Membuat rekap SPM, cek, dan sura Aplikasi SAKTU  [eek; rekap SPM,
pencairan cek (g surat
2 |Mengirimkan cek, rekap SPM, dan surat ! cek, rekap SPM, dan surat pencairan cek
pencaran cek ke Kuasa Pengguna Anggaran [ Hari
(KPA) untuk ditandatangani
3 |Setelah cek ditandatangani KPA maka Cek cek, rekap SPM, sutat pencairan ek, surat pengantar payroll dan ID Biling Bukti transfer
dan rekap SPM dikirim ke Bank untuk proses » pajak. | Hari ~ |dan bukti setor
pencairan taghan BLU pagk
4 {Bank mentransfer dana ke rekening
penerimaan (Unit/Fakultas/Penyedia Barang .D | Hari |Bukti Transfer




NOMOR POS

TGL. PEMBUATAN : 28 September 2021
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Z:U 1962)2261983031001

POS AP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA wmzmm/ag

DASAR HUKUM : _ i S e ] KA IFIRAST PELAKSANA - e i
1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 ﬂnsﬂmzm _Am__m:mm: anm_,m 1. Memiliki Sertifikat vn_m::mm mauﬁ_m:ma meEm
2. Undang - undang Nomor | Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Tersertifikasi (BNT)
3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 2. Memahami Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggatan Pendapatan dan Belanja Negara 3 WMM:EQMMNQ T T—
5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.05/2013 jo. PMK Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Kedudukan dan 4. Memahami Aturan Dibidang Perbendaharaan

Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN 5
6. PMK Nomor 126/PMK.05/2016 jo. PMK Nomor 128/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara
Pada Satuan _Aoam Pengelola APBN

Memahami Pengelolaan Keuangan BLU

KETERKAITAN: _ . _|PERALATANPERLENGKAPAN :

Kwitansi/Nota Pembelian
dokumen pungut/setor pajak
SAKU

SAKTI

SAS

Komputer dan jaringan internet

Laporan Pertanggungjawaban

Laporan keuangan

PERINGATAN : S s Tt e S PENCATATAN DAN PENDATAAN -

Jika SOP ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur akan menghambat proses penyusunan laporan keuangan Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan manual (arsip)




NO.

KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

BPP

BENDAHARA
PENGELUARAN

KPA

KPPN

KELENGKAPA
N

WAKTU

OUTPUT

KETERANGAN

BPP menyerahkan bukti
pembayaran berupa kwitansy/
nota pembelian

Kwitansi/Nota
Pembelian dan
dokumen

pungut/setor pajak

1 hari

Bendahara Pengeluaran
menginput kwitansi pada
RUH kwitansi aplikasi
SILABI

Kwitansi/Nota
Pembelian dan
dokumen

pungut/setor pajak

Data kwitansi di posting ke
RUH Transaksi pada aplikasi
SILABI

Kwitansi/Nota
Pembelian dan
dokumen

pungut/setor pajak

Bendahara Pengeluaran
membuat Berita Acara
Pemeriksaan Kas dan
Rekonsiliasi untuk menguji
kebenaran uvang di rekening
bank dengan rekening koran
bendahara serta kas tunai di
brankas bendahara

Bendahara Pengeluaran
menyusun Laporan
Pertanggungjawaban dan
membandingkan saldo Awal
dalam LPJ dengan saldo
akhir dalam LPJ bulan
sebelumnya serta saldo UP
yang dikelola

1 hari

Berita Acara
Pemeriksaan Kas
dan Rekonsiliasi

ADK LPJ diupload pada
aplikasi SPRINT Kemenkeu,
jika sesuai akan di approve
oleh KPPN dan jika tidak
sesuai akan dikembalikan
untuk diperbaiki

LPJ yang telah diapprove
oleh KPPN diajukan ke KPA
untuk ditandatangani dan
dikirimkan kembali ke KPPN

1 hari

LPJ

LPJ
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POS AP PENGESAHAN BLU

DASAR HUKUM : L e S AR

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang - undang Nomor 17 Tahun .woa tentang Keuangan Negara

l.

Memiliki Sertifikat Pelatihan Bendahara Negara
Tersertifikasi (BNT)

2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara : .
3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 2. @oamrmﬁ. Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggatan Pendapatan dan Belanja Negara 3 W\_nwﬂnwﬂm_i L Tam—
5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.05/2013 jo. PMK Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Kedudukan dan 4. Memahami Aturan Dibidang Perbendaharaan
Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN 5. Memahami Pengelolaan Keuangan BLU
6. PMK Nomor 126/PMK.05/2016 jo. PMK Nomor 128/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara
Pada Satuan Kerja Pengelola APBN
KETERKAITAN : : PERALATAN PERLENGKAPAN :
I. Daftar Nominatif Pengesahan BLU
Laporan keuangan 2. Surat Tugas dari Pimpinan Unit Kerja Pengusul
3. Surat Tugas dari PPK
4. SAKU
5. SAKTI
6. SAS
7. Komputer dan jaringan internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur akan menghambat proses penyusunan laporan keuangan

Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan manual (arsip)




SOP BELANJA Pengesahan BLU LS (RM)
UNIT KERJA : BAGIAN KEUANGAN

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN ) , PETUGAS PENERIMA /UNIT OUTPUT | KETER
BENDAHARA PENERIMA BERKAS | KORLA KEUANGAN PPK DPERATOR SPM . . { ' i 1 J
! OR SPM PFSPM PENGHUBUNG KPPN KPPN BANK KERJA KELENGKAPAN WAKTU ANGAN
| |Bendahara membuat Daflar Pengesahan Daftar Nomnatif Pengesahan BLU, Surat
BLU. Tugas dari Pimpien Unit Kera Pengusul |
D’ ian Surat Tugas dari PPK. L
2 Zna_n_uzsu dafiar kepada penerima berkas Daflar Nommatif Pengesahan BLU, mEj
dan diserahkan ke Korla Keuangan untuk Tugas dan Pimpinan Unit Kera Pengusul
ditandatangani. " * dan Surat Tugas dari PPK.
4 |Adnin PPK memerifiasi kekngkapen Dafiar Nowiati Porgesaan BLU, Surl] -
berkas usubin Mugas dari Pimpinan Unit Keria Pengusul
dan Surat Tugas dari PPK.
5 |Jkasudah lengkap, admin PPK membuat SPP Dafiar Nommatif Pengesahan BLU, Surat SPP
ﬁHﬁaﬁg Kepada PPK urtuk tidaklengkap \/_g“rs Tugas dari Pimpinan Unit Keri Pengusl
tangani. < > HE Surat Tugas dani PPK, SPP
= - = —— | Hari
6 [PPK memerksa dan menandatangani berkas 3 Daftar Nommanf Pengesahan BLU, Surat SPF yang
usulan. 9 Tugas dari Pimpinan Unit Kerja Pengusul sudah
< dan Surat Tugas dari PPK, SPP diandatangai
D
7 [Dokumen diserahkan kepada operator SPM Daftar Nominatif Pengesahan BLU, Surat SPM
untuk dicetak SPM. Tugas dari Pimpman Unit Kerps Pengusul
dan Surat Tugas dari PPK, SPP dan SPM
8 [Jka tidak sesuai dikembalikan ke Admin PPK.
\vI 1 Har
9 ccr.ﬁ__ _.._.&Brmh __n_ﬁ& PPSPM untuk Daftar Nominatif Pengesahan BLU, Surat SPM yang
i, ditandatangani dan dimject, Tupas dari Pinvipian Unit Ker Pengus]
Surat Tugas dari PPK. SPP. dan SPM. j j
sesuai T
dan dinject
10 [Berkas ajuan yang sudah divaldasi diserahkan SPM dan ADK
kepada petugas penghubung untuk diajukan ke
KPPN.
I |Jka tidak sesuai, KPPN mengembalikan
berkas usulan ke unit kera pengusul )
tidak sesuai | Hari
12 ika sesuai, KPPN menerbitkan SP2D. sesual [sP2D
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DISAHKAN OLEH

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

~ Emamrma_ :wm:_mw_ tentang sistem penggajian

2. Memahami proses pembuatan gaji

3. Memahami proses pengusulan SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN

4. Terampil menggunakan aplikasi GPP (Gaji PNS Pusat)

5. Terampil menggunakan aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker)

6. Terampil menggunakan aplikasi ESPM (Elektronik SPM)

7. Terampil menggunakan aplikasi OM SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara)

8. Terampil menggunakan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)
9. Terampil menggunakan Microsoft Office

KETERKAITAN :

'PERALATAN PERLENGKAPAN :

SK Kenaikan Pangkat dan Jabatan

Realisasi belanja pegawai

1. SK Pegawai

2. KP4 Pegawai dan kelengkapannya
3. Daftar potongan mm_,m

4. Komputer dan jaringan internet

PERINGATAN :

'PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat proses Pembayaran
Gayji Pegawai

Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan manual (arsip)




|SOP BELANJA GAJI INDUK PEGAWAL
UNIT KERJA : BAGIAN KEUANGAN UNJ

PELAKSANA MUTU BAKU
PENDATAK
NO KEGIATAN BAGIAN PEMBUAT A Korla Operator . PEMEGANG g . KET
KEPEGAWAIAN DAFTAR GAJI |PENGELUAR| Keuangan SPP PPK OPERATOR SPM PPSPM KIPS KPPN BANK PENERIMA KELENGKAPAN WAKTU OuUTPUT
1 |Bagian kepegawaian memberikan SK SK.Kenakan Pangkat, jabatan,
terkait perubahan data gaji pegawai _ “_. gaji bekala, Penahanan gaji dll 3 bari
sk yg menyangkut perubahan
il wal
2 [Menyerahkan hasil perhitungan gaji Daftar Nominatif Gaji Rutin
dari aplikasi GPP ke Bendahara ke dalam bentuk softcopy dan
Pengeluaran untuk ditandatangan, | SRR R e I eSS SR L | [hardcopy.
1 |
3 [Bendahara Pengeluaran m : | Dafiar Nominatif Gaji Rutin
menyerahkan berkas usulan ke Korla I | dalam bentuk softcopy dan 2 hari
Keuangan untuk diverifikasi. _ | hardcopy.
4 [Korla Kevangan mermverifikasi | n Daftar Nomnatif Gaji Rutin
kelengkapan berkas usulan | dalam bentuk softcopy dan
| I hardeopy.
l |
5 |Jika sudah lengkap, operator SPP _ | Daftar Nominatif Gaji Rutin Isep
membunt SPP. dan menyerahkan I | dalam bentuk softcopy dan
kepada PPK untuk ditandatangan. I | hardeopy dan SPP
t } 1 hari
6 |PPK dan datang m I HE Daftar Nominatif Gaji Rutin SPP yang sudah
berkas usulan | g datam bentuk soficopy dan ditandatangani
_ M hardcopy dan SPP
| Ik
7 |Dokumen diserahkan kepada 1E ! Daftar Nominatil Gaji Rutin SPM
operator SPM untuk dicetak SPM. 1K I dalam bentuk soficopy dan
I m | hardcopy dan SPP dan SPM
1 T I
8 |Jika tidak sesuai dikembalikan ke | |
pembuat dafinr gaji I 1
|
9 |Dekumen diserahkan kepada ! sesui Daftar NominatifGaji Rutin e SPM yang sudah
PPSPM untuk diuj, ditandatangani _ dalam bertuk softcopy dan ditandatangani dan
dan dimect, _ hardcopy dan SPP dan SPM diinject
10 {Berkas ajuan yang sudah divalidasi | y SPM, Lampiran SPM, S5P,
diserahkan kepada pemegang KIPS | Daftar Perubahan, S5PB,
untuk diajukan ke KFPN _ SSBP dan ADK
|
11 [Jika tidak sesuai, KPPN m 3
mengembalikan berkas usulan ke N L e | P L | ey tidak sesuar |
pembuat daflar gap
: me—— | Hari
12 (Jika sesuai, KPPN menerbitkan ﬁ sesuai SP2D SP2D
SP2D
13 |Bank mentransfer Gaji Rutin
14 |Gaji Rutin masuk ke rekening masing-| Bukti Transfer Uang Tunai
|masing penenma ﬁ V




PENJELASAN SOP

1) GajiInduk
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri. Gaji induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan pada satuan kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

Dibayarkan untuk seluruh komponen belanja pegawai yang meliputi : Gaji pokok, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan fungsional,
tunjangan umum, tunjangan beras, tunjangan kemahalan, tunjangan pengabdian wilayah terpencil, tunjangan khusus pajak, pembulatan sesuai peruntukannya
berdasarkan ketentuan;

Pembayaran Belanja Pegawai Gaji dilaksanakan secara langsung (LS) kepada pegawai melalui rekening masing-masing pegawa.

Pembayaran gaji induk dibayarkan tanggal 1 (satu) atau awal bulan berkenaan;

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 T entang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara, untuk mengajukan permintaan belanja gaji induk pegawai dilengkapi dengan:

a.

L = U -

f.

g.

Daftar Gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji, dan Halaman Luar Daftar Gaji yang ditandatangani oleh Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP),
Bendahara Pengeluaran, dan Koordinator Layanan Keuangan;

Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM);

Daftar Perubahan Potongan;

Daftar Penerimaan Gaji Bersih pegawai untuk pembayaran gaji yang dilaksanakan secara langsung pada rekening masing-masing pegawai;

Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang meliputi Surat Keputusan (SK) terkait
dengan pengangkatan Calon Pegawai Negeri, SK Pegawai Negeri, SK Kenaikan Pangkat, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, SK Mutasi Pegawai,
SK Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat atau Akta terkait dengan anggota keluarga yang mendapat tunjangan, Surat Keterangan
Penghentian Pembayaran (SKPP), dan surat keputusan yang mengakibatkan penurunan gaji, serta SK Pemberian Uang Tunggu sesuai peruntukannya;

ADK terkait dengan perubahan data pegawai;

Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21.

Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji Induk dilakukan paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran. Dalam hal tanggal 15 merupakan hari
libur atau hari yang dinyatakan libur, penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM)-LS untuk pembayaran gaji induk kepada KPPN dilakukan paling lambat 1
(satu) hari kerja sebelum tanggal 15, kecuali untuk Satker yang kondisi geografis dan transportasinya sulit, dengan memperhitungkan waktu yang dapat
dipertanggungjawabkan. Lapiran Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diserahkan ke KPPN terdiri dari:




a. Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji Induk 2 lembar
b. Daftar Penerima (Lampiran (SPM)

c. SSP PPh Pasal 21

d. Daftar Perubahan Data Pegawai.

e. ADK Gaji PNS Pusat (GPP).

f.

ADK Surat Perintah Membayar (SPM)/Injek PIN PPSPM

Jika berkas kelengkapan SPM sudah dikirimkan ke KPPN, maka proses pencairan dapat dimonitoring melalui web Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OM SPAN). Setelah daftar Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) keluar, maka gaji pegawai sudah bisa di cek di rekening masing-
masing pegawai.

Pembayaran gaji induk bagi Pegawai Negeri Sipil juga dapat diberhentikan sementara (Schorsing) karena :

a. Didakwa karena telah melakukan pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut pada jabatannya dalam hal pelanggaran yang dilakukan berakibat
hilangnya penghargaan dan kepercayaan diri atas di pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai tersebut. Maka mulai bulan
berikutnya pegawai tersebut diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75 % dari gaji pokok yang diterimnya terakhir.

b. Didakwa telah melakukan suatu kejahatan pelanggaran jabatan. Maka mulai bulan berikutnya pegawai tersebut diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar :

* 50% dari gaji pokok yang diterimanya terakhir, jika terdapat petunjukpetunjuk yang meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan
atas dirinya.

* 75 % dari gaji pokok yang diterimanya terakhir, jika belum terdapat petunjukpetunjuk yang meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang
didakwakan atas dirinya.
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POS AP GAJI SUSULAN PEGAWAT
DASAR HUKUM : __ | S KUAUIFIRAST PELARSANA L IR
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan 1. Memahami regulasi tentang sistem penggajian
Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji 2. Memahami proses pembuatan gaji
Pecawai i 3. Memahami proses pengusulan SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN
egawai Negert; 4. Terampil menggunakan aplikasi GPP (Gaji PNS Pusat
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata ¢ MEL MeuggInan ap e 4l et .w
: 5. Terampil menggunakan aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker)
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; 6. Terampil menggunakan aplikasi ESPM (Elektronik SPM)
7. Terampil menggunakan aplikasi OM SPAN (Online Monitori ng Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara)
8. Terampil menggunakan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)
9. Memhami Microsoft Office
KETERKAITAN : PERALATAN PERLENGKAPAN :

Pembayaran Gaji Susulan

. SK Pegawai
2. KP4 Pegawai dan kelengkapannya
3. Komputer dan jaringan internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat proses pembayaran
gaji susulan pegawai

Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan manual (arsip)




SOP BELANJA GAJISUSULAN
UNIT KERJA : BAGIAN KEUANGAN UNJ

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN e PEMBUAT DAFTAR BENDAHARA FETUGAS KETERANGAN
BAGIAN KEPEGAWAIAN Akl T Korla Keuangan PPK OPERATOR SPM PPSPM _,_m_,__wn ”_wczm KPPN BANK PENERIMA KELENGKAPAN WAKTU ouTPUT
N
1 (Baglan kepegawaian memberikan SK Daftar Nominatif Gaji Susulan dalam bentuk softcopy dan
iterkait perubahan data gaji pegawal |hardcopy.
_ v 2hari
2 |Menyerahkan daftar kepada PDG Daftar Nominatif Gaji Susulan dalam bentuk softcopy dan
hkan ke Bendahara Pengel _ hardeopy.
untuk ditandatangan, r U [ IS S NE— |
_ _
| |
3 |Bendahara Pengel ¥ | | Daftar Nominatif Gaji Susulan dalam bentuk softcopy dan
berkas usulan ke Korla Keuangan untuk | _ l __ hardcopy. 2hadl
diverifikasi. | h
», L}
4 |Korla Keuangan memverifikasi | _ Daftar Nominatif Gaji Susulan dalam bentuk softcopy dan
kelengkapan berkas usulan W hardcepy.
IIIIII Al — — — — — 2
|
| | i
5 |lika sudah lengkap, Korla Keuangan I | I Daftar Nominatif Gaji Susulan dalam bentuk softcopy dan |spp
SPP dan kepada | T I | herdcopy dan SPP
PPK untuk ditandatangan. _
kengkap| | |
= } _ Lhari
& |PPK dan B I | Daftar Nominatif Gaji Susulan dalam bentuk softcopy dan SPP yang sudah
berkas usulan ¢ | hardcopy dan SFP ditandatangani
! |
| I
7" [Dokume kepada SPM | Iz Daftar Nominatif Gaji Susulan dalam bentuk softcopy dan SPM
untuk dicetak SPM. | E hardcopy dan SPP dan SPM
| H
| e
& |lika tidak sesual dikembalikan ke Korla | I
Keuangan _ |
|
|
|
9 |Dokumen diserahkan kepada PPSPM untuk | s Daftar Nominatif Gaji Susulan dalam bentuk softcopy dan | 1har SPMyang sudah
diuji, ditandatangani dan diinject. | _ _ hardcopy dan SPP dan SPM ditandatangani dan
| _ _ diinject.
|
1
10 |Berkas ajuan yang sudah divalidasi | SPM, Lampiran SPM, S5P, Daftar Perubahan, S5PB, SSBP
diserahkan kepada petugas penghubung | _ dan ADK
untuk diajukan ke KPPN I
|
11 (Jika tidak sesuai, KPPN mengembalikan |
berkas usulan ke unit kerja pangusul | tidak sesuni
sesuai
12 |Jika sesual, KPPN menerbitkan SP2D _ SP2D 1Hari |spap
13 (Bank mentransfer Gaji Susulan
14 |Gaji Susulan masuk ke rekening masing- Bukti Transfer 1Harl  |Uang Tunaf
M D




PENJELASAN SOP

2) Gaji Susulan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara, Gaji Susulan yang dibayarkan sebelum gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam Gaji induk, dilengkapi dengan:

a. Daftar Gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji, dan Halaman Luar Daftar Gaji yang ditandatangani oleh Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Bendahara
Pengeluaran, dan Koordinator Layanan Keuangan;

b. Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM);

¢. Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang meliputi SK terkait dengan
pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri, SK Mutasi Pegawai, SK terkait Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga, Surat atau Akta terkait dengan anggota keluarga yang mendapat tunjangan,
dan SKPP sesuai peruntukannya;

d. ADK terkait dengan perubahan data pegawai;

€. SSP PPh Pasal 21.

Sedangkan Gaji Susulan yang dibayarkan setelah gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam Gayji induk, dilengkapi dengan:

a. Daftar Gaji Susulan, Rekapitulasi Daftar Gaji Susulan, dan halaman luar Daftar Gaji Susulan yang ditandatangani oleh Pengelolaan Administrasi Belanja
Pegawai (PPABP), Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);

ADK terkait dengan perubahan data pegawai;

ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; dan

SSP PPh Pasal 21.

o po

Lapiran Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diserahkan ke KPPN terdiri dari:
Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji Induk 2 lembar

Daftar Penerima (Lampiran (SPM)

SSP PPh Pasal 21

Daftar Perubahan Data Pegawai.

ADK Gaji PNS Pusat (GPP).

ADK Surat Perintah Membayar (SPM)/Injek PIN PPSPM

e a0 o

Jika berkas kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) sudah dikirimkan ke KPPN, maka proses pencairan dapat dimonitoring melalui web Online Monitoring
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). Setelah daftar Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) keluar, maka gaji pegawai sudah bisa
di cek di rekening masing-masing pegawai.
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GAN GAJI PEGAWAT

POS AP KEKURAN

'DASAR HUKUM : el .\ & |

A

| KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Eo_\wszmbo_w q,wzqw:m Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

Memahami regulasi tentang sistem penggajian

Memahami proses pembuatan gaji

Memahami proses pengusulan SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN

Terampil menggunakan aplikasi GPP (Gaji PNS Pusat)

Terampil menggunakan aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker)

Terampil menggunakan aplikasi ESPM (Elektronik SPM)

Terampil menggunakan aplikasi OM SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara)

Terampil menggunakan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)
Memhami Microsoft Office

el o

8.
9.

'KETERKAITAN:

| PERALATAN PERLENGKAPAN:

Pembayaran _hn_n:qm:mm_.._ Gaji

1. SK Pegawai
2. Komputer dan jaringan internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat proses pembayaran
kekurangan gaji pegawai

Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan manual (arsip)




[SOP BELANJA KEKURANGAN GAJI PEGAWAL

UNIT KERJA : BAGIAN KEUANGAN UNJ

PELAKSANA MLUTU BAKU
, : PETUGAS KETERANGA
NO. KEGIATAN BAGIAN PEMBUAT BENDAHARA | bl . o
KEPEGAWAIAN DAFTAR GAJl | PENGELUARAN Korla Keuangan PPK OPERATOR SPM PPSPM ern—anﬂ_M”._.__Zn KPPN BANK PENERIMA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT N
1 |Bagian kepegawaian memberikan SK terkait E||_ Daftar Nominatif Gaji Rutin dakim bentuk soficopy dan o
data kekurangan gaji hardcopy.
2 M hkan hasil perhi kekurang Daftar Nominatif Gaji Rutin datam bentuk softcopy dan
paji ke Bendahara Penpeluaran intuk r hardeopy.
_EE_ |
1 |Bendahara Pengel yerahk | | Daftar Nominatif Gaji Rutin dalam bentuk soficopy dan
berkas usulan ke Korla Keuangan unfuk | | _ — hardcopy.
o | _ 2 hari
_ I
_ |
4 [Korl Keuang: ifikasi keleng | | Dafiar Nomintif Gaji Rutin dalam bentuk softcopy dan
berkas usulan | | hardcopy,
| R e | I i et A |
| | | I
5 [Jika sudah lengkap, Korla Keuangan | | . o | Daftar Noninatif Gaji Rutin dalam bentuk softcopy dan SPP
buat SPP dan menyerahkan kepada | | _|_ pdaklengkap | Ekap _ hardcopy dan SPP
PPK untuk ditandatangan. | _ |
_ _
] } 1 hari
6 |PPK memeriksa dan menandatangan berkas | 1§ Daflar Nommatif Gaji Rutm dalsm bennuk softcopy dan SPP yang sudah
usulan | I 3 hardcopy dan SPP ditandatangani
! _l 13
| -
7 |Dokumen diserahkan kepada operator SPM | | (Dafiar Nominatil Gaji Rutin dalam bentuk softcopy dan SPM
untuk dicetak SPM. | | hardcopy dan SPP dan SEM
_ _H__
t :
& |Jika tidak sesuni dkembabkan ke Korln | "
Reuangan I |
|
| 1 hari
9 |Dokumen dserahkan kepada PPSPM urntuk I Daftar MommatifGaji Rt dalam bertuk softcopy dan SPM yang sudah
diuf, ditandatangani dan dinject. _ sesuai hardcopy dan SPP dan SPM |ditandatangani dan
| diimject.
| M
10 |Berkas ajuan yang sudah divaSdasi | SPM, Lampiran SPM, SSP, Daftar Perubakian, SSPB, S3BP
diserahkan kepada petugas penghubung | dan ADK
untuk diajukan ke KPPN |
I
11 [ika tidak sesuai, KPPN mengembalikin I
berkas usulan ke wnit kerja pengusul e | e E D e & TR I B muqllllAv
h Sesual
12 |Jika sesuai, KPPN menerbitkan SP2D ol SP2D 1Han [Sp2p
13 |Bank mentransfer Gaji Rutin
14 (Gaji Rutin masuk ke rekening masing-masing |Bukti Transfer 1 Hari |Uang Tunai
e D




PENJELASAN SOP

3) Kekurangan Gaji

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara, untuk mengajukan permintaan belanja kekurangan gaji pegawai dilengkapi dengan:

a. Daftar Gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji, dan Halaman Luar Daftar Gaji yang ditandatangani oleh Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Bendahara
Pengeluaran, dan Koordinator Layanan Keuangan;

b. Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM);

C. Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang meliputi SK terkait dengan
pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri, SK Kenaikan Pangkat, Surat Keputusan/Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, SK Mutasi
Pegawai, SK terkait dengan jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;

d. ADK terkait dengan perubahan data pegawai;

ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; dan

f. SSP PPh Pasal 21.

®

Lapiran Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diserahkan ke KPPN terdiri dari:

Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji Induk 2 lembar
Daftar Penerima (Lampiran (SPM)

SSP PPh Pasal 21

Daftar Perubahan Data Pegawai.

ADK Gaji PNS Pusat (GPP).

ADK Surat Perintah Membayar (SPM)/Injek PIN PPSPM

- e e o

Jika berkas kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) sudah dikirimkan ke KPPN, maka proses pencairan dapat dimonitoring melalui web Online Monitoring
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). Setelah daftar Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) keluar, maka gaji pegawai sudah bisa
di cek di rekening masing-masing pegawai.
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DASAR HUKUM :
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KUALIFIKASI PELAKSANA :

I. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan,
Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2021;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

3. Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 42/pmk.05/2021 tentang petunjuk
teknis pelaksaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur
negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021 yang bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Memahami regulasi tentang sistem penggajian

Memahami proses pembuatan gaji

Memahami proses pengusulan SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN

Terampil menggunakan aplikasi GPP (Gaji PNS Pusat)

Terampil menggunakan aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker)

Terampil menggunakan aplikasi ESPM (Elektronik SPM)

Terampil menggunakan aplikasi OM SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara)

Terampil menggunakan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)
9. Memhami Microsoft Office

el nadi b Skt =

ol

KETERKAITAN :

PERALATAN PERLENGKAPAN: e i =mnein i

Peraruran Pemerintah Terkait dengan Qm.z 13 dan 14 (THR)
Pembayaran Gaji 13 dan 14 (THR)

1. Data gaji bulan yang telah ditentukan oleh peraturan _umn._m_.::m:
2. Komputer dan jaringan internet

PERINGATAN :

| PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat proses pembayaran
gaji 13 dan 14 (THR) pegawai

Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan manual (arsip)




_ma_. BELANJA Gaji 13/14 (THR) PEGAWAL
UNIT KERJA : BAGIAN KEUANGAN UNJ
PELAKSANA MUTU BAKU
. i 2 5 s 3 KASUBAG PETUGAS KETERANGA
NO. AN | BEND SUBKORLA NON ’ . s = .
NO KEGIAT. STAFF NON PNBP _gmznmm”__wz_w»z Né P PPK OPERATOR SPM PPSPM PERBENDAHAR | PENGHUBUNG KPPN BANK PENERIMA KELENGKAPAN  |WAKTU| OUTPUT N
) AAN KPPN

1" [staf non PNBPmembuat Daftar Daftar Nominatif Gaj 13/14
Nominatif Gaji 13/14 berdasarkan g _ “ dalam bentuk softcopy dan
pokok yang telah ditetapkan KPPN hardcopy. S hasi
DAN diserahkan ke Bendahara
Pengelaran untuk ditandatangan.

2 |Bendahara Pengeluaran Daftar Nommatif Gaji 13/14
menyerahkan berkas usulan ke — dalam bentuk softcopy dan
subkorla Non PNBP untuk I = ————— | hardeopy.

_gaﬁ., _ |

3 |Admin PPK memverifikasi | 3 I Daflar Nomiatif Gaji 13/14

kelengkapan berkas usulan | [ L | A —— | dalam bentuk softcopy dan
“ T tidak sesuai | | hardcopy.
11y

4 |Jika sudah kengkap, Admin PPK || tidak engkap lengkap _ _ Daftar Noninatif Gaji 13/14 SPP
membuat SPP dan menyerabkan T—————- B | dalam bentuk softcopy dan
kepada PPK untuk i I Al _Eﬁﬁﬁ%m el

5 [PPK memeriksa dan menandatangan : " | Daftar Nominatif Gaji 13/14 [SPP yang sudah
berkas usulan | dalam bentuk softcopy dan ditandatangan

] Ihardeopy dan SPP

6 [Dokumen diserahkan kepada I Daflar Nominatif Gaii 13/14 SPM

operator SPM untuk dicetak SPM. I dalam bentuk softcopy dan
I Ll |hardcopy dan SPP dan SPM

7 |Jika tidak sesuai dkembalikan ke | I
Admin PPK I

|
}

8 |Dokumen diserahkan kepada sesuai Daftar NominatifGaji 13/14 _m_i yang sudah
m%ﬁﬁi?&g I dalam bentuk soflcopy dan I hari |ddandatangan dan
[dan diinect. dan SPP dan SPM dinject.

9 |PPSPM menyerahkan berkas SPM I Daflar NominafifGaji 13/14 SPM yang sudah
yang sudah ditandatangani kepads _ dalam bentuk softcopy dan divalidasi
Kasubah Perbendaharaan untuk | hardcopy dan SPP dan SPM 4

| |divalidasi |

10 |Berkas ajuan yang sudah divalidasi | SPM, Lampiran SPM, SSP,
dseralikan kepada petugas | Daftar Perubahan, SSPB,
penghubung untuk diajukan ke KPPN | SSBP dan ADK

L

11 [7ika tidak sesuai, KPPN | tidak sesuai 2
mengemballan berkas wsuonkewtf (| e |Av
kerja pengusul ;

12 [k sesuai, KPPN menerbitkan § sesui SP2D 1Hari [spop
SP2D

13 |Bank mentransfer Gaji 13/14 ]

14 |Gaji 13/14 masuk ke rekening masing Bukti Transfer UHari tjang Tuni
7 -




4)

PENJELASAN SOP

Gaji 13 Dan Tunjangan Hari Raya 14

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara,
Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 42/pmk.05/2021 tentang petunjuk teknis pelaksaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas
kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas
pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dibayarkan untuk seluruh komponen belanja pegawai yang meliputi : Gaji pokok, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan fungsional,
tunjangan umum, tunjangan beras, tunjangan kemahalan, tunjangan pengabdian wilayah terpencil, tunjangan khusus pajak, pembulatan sesuai peruntukannya
berdasarkan ketentuan;

b. Pembayaran Belanja Pegawai Gaji dilaksanakan secara langsung (LS) kepada pegawai melalui rekening masing-masing pegawai secara giral.

Dalam hal pembayaran Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas untuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Lembaga Nonstruktural
dan Lembaga Penyiaran Publik tidak dapat dilaksanakan langsung ke rekening penerima:

a. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan/ atau Gaji Ketiga Belas dilaksanakan dengan penerbitan SPM langsung melalui rekening bendahara pengeluaran;
dan

b. Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan/ atau Gaji Ketiga Belas kepada penerima.

Tata cara pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sama halnya dengan Pembayaran Gaji Induk. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, untuk
mengajukan permintaan belanja gaji induk pegawai dilengkapi dengan:

a. Daftar Gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji, dan Halaman Iuar Daftar Gaji yang ditandatangani oleh Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Bendahara
Pengeluaran, dan Koordinator Layanan Keuangan;

b. Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM);
c. Daftar Penerimaan Gaji Bersih pegawai untuk pembayaran gaji yang dilaksanakan secara langsung pada rekening masing-masing pegawai;




d. Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang meliputi Surat Keputusan (SK) terkait
dengan pengangkatan Calon Pegawai Negeri, SK Pegawai Negeri, SK Kenaikan Pangkat, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, SK Mutasi Pegawai,
SK Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat atau Akta terkait dengan anggota keluarga yang mendapat tunjangan, Surat Keterangan
Penghentian Pembayaran (SKPP), dan surat keputusan yang mengakibatkan penurunan gaji, serta SK Pemberian Uang Tunggu sesuai peruntukannya;

e. ADK terkait dengan perubahan data pegawai;

Jika berkas kelengkapan SPM sudah dikirimkan ke KPPN, maka proses pencairan dapat dimonitoring melalui web Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OM SPAN). Setelah daftar Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) keluar, maka gaji pegawai sudah bisa di cek di rekening masing-

masing pegawai
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1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Zo:._o_, 190/PMK.05/2012 ,_Jm:ﬂm:m Tata

Memahami proses pembuatan sertifikasi dosen dan kehormatan profesor

1L

Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; 2. Memahami proses pengusulan SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republic Indonesia Nomor 20 3. Terampil menggunakan aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker)
Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan 4. Terampil menggunakan aplikasi ESPM (Elektronik SPM)
Professor; 5. Terampil menggunakan aplikasi OM SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara)

6. Terampil menggunakan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)
7. Memhami Microsoft Office

Pembayaran Sertifikasi Dosen dan Kehormatan Profesor

l. SK Pegawai Untuk Sertifikasi Dosen dan Kehormatan Profesor
2. Data gaji bulan berjalan
3. Komputer dan jaringan internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat proses pembayaran
sertifikasi dosen dan kehormatan profesor

Disimpan sebagai data clektronik (softcopy) dan manual (arsip)




[SOP BELANJA SERDOS/IKEHORMATAN
UNIT KERJA : BAGIAN KEUANGAN UNJ

PELAKSANA MUTU BAKU
. ; ._ 7 PETUGAS KETERANGA
NO KEGIATAN BAGIAN STAFF NON BENDAHARA % - . 2 . " i
bR A i iy PENGELUARAN | Koris Keuangan PPK OPERATOR SPM PPSPM _.mzm,,_“.ﬂ”...za KPPN BANK PENERIMA KELENGKAPAN WAKTU|  OUTPUT N
1 |layanan keuangan menerima daftar SK Daflar Nominatif Serdos-K ehormatan Rekap
Serdos/Kehormatan dari Bagian hadiran (untuk Serdos-Kek ) SSP,
Kepegawaian di awal tahun D SSBP, SSPB, SPTIM (akhir tahun), dalam 2 hari
bentuk softcopy dan hardeopy.
2 |Membuat daftar nommatif sesuai dengan SK Daftar Nominatif Serdos-Kehormatan, Rekap
dan menyerahkan ke Bendahara ¥ VT [N]SR | Kehadiran (untuk Serdos-Kek SSP,
o lbaad Wik diand _i_ 1 SSBP, SSPB, SPTIM (akhir tahun), dalam
| | bentuk softcopy dan hardcopy.
3 |Bendahara Pengel yerahh I I Daftar Nonmaiif Serdes-Kehomatan Rekap
berkas usulan ke Korla Keuangan untuk | | Kehadiran (untuk Serdos-Kehommatan) SSP 2 hari
diverifikasi | | SSBP, SSPB, SPTIM (akhir tahun), dalam
i ] )
4 [Kora Keuanga ifikasi kelengk m | [Daftar Nominatif Serdos -Kehormatan Rekap
berkas usulan | d SSP,
_ | SSBP, SSPB, SPTJM (akhir tahun), dalam
1 1 4!
S [Vika sudah lengkap, operator SPP membuat | _ m Daftar Nominatif Sardos-K ehormatan Rekap [see
SPP dan menyerahkan kepada PPE mtuk | | | Kehadiran (untuk Serdos-Kehormatan) S5P,
ditandatangan. | SSEP, SSPB, SPTIM (akhir tahun), dalam
| dan SPP s
6 |PPK iksa dan datangan berkes | | Daftar Nominatif Serdos-K ehormatan Rekap SPP yang sudah
usulan | | is Se ) SSP, ditandatangani
} | SSBP, SSPB, SPTIM (akhir tahun), dalam
l | dan hardzopy dan SPP
7 Dok diserahkan kepada of SPM | | Daflar Nominatif Serdos-Kehormatan Rekap SPM
unnik dicetak SPM. lE e h ) SSP,
_ | 8 SSBP, SSPB, SPTIM (akhir tahun), dalim
) I M bentuk soflcopy dan hardcopy dan SPP dan
= SPM
8 [Jika tidak sesuai dikembalikan ke Korla ! ] !
Keuangan “ “
|
~ q 1 hari
9 uox-lﬁ_ amn_.m.zug kepada PPSPM untuk | Daftar Nominatil Serdos-K ehormatan Rekap {SP'M yang sudih
divji, ditandatangani dan diinject. | — Kehadiran (untuk Serdos-Ke! SSP, ditandatangani dan
| SSEP, SSPB, SPTIM (akhir tahun), datam diinject.
| bentuk softcopy dan hardcopy dan SPP dan
) SPM
11 [Berkas ajuan yang sudsh divalidasi m I SPM, Lampiran SPM, SSP, Dafar Perubahan,
diserahkan kepada petugas penghubung I == SSPB, SSBP dan ADK
urituks disjukan ke KPPN |
]
12 [Jika tidak sesuai, KPPN mengembalikan |
berkas wsulan ke unit kerja pengusul [ el s
13 Jika sesuai, KPPN menerbitkan SP2D _ o SP2D | Heri [SP2D
14 |Bank s -
15 [Serdos-Kek masuk ke rekening Bukti Transfer 1 Hari |Uang Tunai
s -
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PENJELASAN SOP

Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republic Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen
Dan Tunjangan Kehormatan Professor, Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau dapat disebut juga dengan tridharma
perguruan tinggi. Sebagai penghargaan terhadap kinerja dosen, maka diberikan tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan professor. Tunjangan profesi
diberikan kepada Dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Memiliki Sertifikat Pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian;

b. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam
belas) sks pada setiap semester dengan ketentuan:
e Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
* Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diseleng garakan oleh perguruan tinggi

yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.

c. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;

d. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional; dan

e. Berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk Profesor dan 65 (enam puluh lima) tahun untuk Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli.

Tunjangan profesi bagi Dosen dapat dihentikan sementara apabila dosen yang bersangkutan:

a. Menduduki jabatan struktural;
b. Diangkat sebagai pejabat negara; dan/atau

Tunjangan profesi bagi Dosen yang dihentikan sementara dapat dibayarkan kembali mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertifikasi Dosen tersebut juga dapat dihentikan apabila dosen yang bersangkutan:

a. Meninggal dunia;

Mencapai batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun untuk profesor dan 65 (enam puluh lima) tahun untuk Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli;
Mengundurkan diri sebagai Dosen atas permintaan sendiri atau alih tugas;

Diberhentikan dari jabatan akademik Profesor, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli; dan/atau

Tidak lagi memiliki Nomor Induk Dosen Nasional.

o a0 T




Profesor adalah jabatan akademik tertinggi bagi Dosen yang masih melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan perguruan tinggi. Tunjangan kehormatan
diberikan kepada Dosen dengan jabatan akademik Profesor yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian;

b. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam

belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:

e Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan

e Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi
yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.

Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;

Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;

Belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun;

Membimbing penelitian mahasiswa;

Telah menghasilkan:

oI I W &

0a

e Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau
e Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam
kurun waktu 3 (tiga) tahun

Tunjangan kehormatan Profesor dapat dihentikan sementara apabila dosen yang bersangkutan:

a. menduduki jabatan struktural;
b. diangkat sebagai pejabat negara; dan/atau

Tunjangan Profesor bagi Dosen yang dihentikan sementara dapat dibayarkan kembali mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan kehormatan Profesor dihentikan apabila dosen yang bersangkutan:

Meninggal dunia;

Mencapai batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun;

Mengundurkan diri sebagai Dosen atas permintaan sendiri atau alih tugas;
Diberhentikan dari jabatan akademik Profesor; dan/atau

Tidak lagi memiliki Nomor Induk Dosen Nasional.

G o op



Tunjangan kehormatan Profesor juga dapat dibatalkan apabila terjadi hal sebagai berikut :

a. Memalsukan data dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
b. Sertifikat pendidik dibatalkan; dan/atau
c. Melakukan plagiat

Untuk mengajukan permintaan belanja Sertifikasi Dosen dan Kehormatan Profesor pegawai dilengkapi dengan:

a. Daftar nominative pengajuan pegawai yang berhak menerima Sertifikasi Dosen dan Kehormatan Profesor yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, dan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

c. Surat Perintah Membayar (SPM)

d. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21.

Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) Sertifikasi Dosen dan Kehormatan dilakukan padat tanggal 1 bulan pembayaran. Lapiran Surat Perintah Membayar
(SPM) yang akan diserahkan ke KPPN terdiri dari:

a. Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji Induk 2 lembar

b. Daftar Penerima (Lampiran (SPM)

c. SSP PPh Pasal 21

d. ADK Surat Perintah Membayar (SPM)/Injek PIN PPSPM

Jika berkas kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) sudah dikirimkan ke KPPN, maka proses pencairan dapat dimonitoring melalui web Online Monitoring
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). Setelah daftar Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) keluar, maka gaji pegawai sudah bisa di
cek di rekening masing-masing pegawai.
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DASAR HUKUM : NG.}E IKASI wmgm.}”z} SR . i
1. Surat Kepala Bkn Zo_.:oq K. ua 30 r< 7 -u _@o Hm:mmm_ 17 Januari 20i4, Tentang mma.m 1. Memahami proses vch:mBs mcamﬁ rmﬂmnmzmmu penghentian wn_jgwma:
Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Usia Pensiun Pegawai Administrasi Pejabat Pimpinan 2. §m5mrm3_ proses pengusulan SPM (Surat vnzsﬁr Membayar) ke KPPN
Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; 3. ,_Joamaﬁ_“ menggunakan mvw_”mm_ SAS am_wﬁwﬁwaw_ﬂmﬂmﬂ.ﬁrma
5 : , 4. Terampil menggunakan aplikasi ESPM (Elektroni
2. Peraturan Menteri K k Ind DL AeEs P
voni Mien Eenangen Regublils Indatneis Nomr 190 ERIR 1201 Pentung, Tuts 5. Terampil menggunakan aplikasi OM SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan

Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 2/PB/2013 Tentang Pelaksanaan
pembayaran Gaji Menggunakan Database Terpusat

dan Anggaran Negara)
Terampil menggunakan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)
7. Memhami Microsoft Office

o

KETERKAITAN : oz Bl o

PERALATAN PERLENGKAPAN :

Pembuatan surat keterangan penghentian pembayaran pegawai

1. SK Pensiun/Meninggal Pegawai
2. Data gaji yang diterima terakhir
3. Komputer dan jaringan internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat proses terbitnya surat
keterangan penghentian pembayaran pegawai

Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan manual (arsip)




UNIT KERJA : BAGIAN KEUANGAN

SOP PENGAJUAN SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP)

PELAKSANA MUTU BAKU
KETERANG
NO. KEGIATAN BAGIAN PETUGAS . ouTPU
4 M | . _- 4 \f » 'd r ' A 'a 'NL ...— ol N —
KEPEGAWAIAN STAF NON PNBP SUBKORLA NON PPK PENGHUBUNG KPPN KPPN PENERIMA KELENGKAPAN |WAKTL T AN
1 |Bagan kepegawain mengusulkan SK Surat Pengantar, Surat
Pensiun untuk pembuatan SKPP Penonaktifan data
Pindah/Pensiun ﬂ _.“ supplier, SPTIM 2 Hari
penerbitan SKPP.
2 |Menyerahkan berkas kepada penerima berkas Surat Pengantar, Surat
non PNBP v Penonaktifan data
supplier, SPTIM
penerbitan SKPP.
e + Harr-
3 |Subkorla Non PNBP memverifikasi Surat Pengantar, Surat
kelengkapan berkas usulan. y Penonakiifan data
supplier, SPTIM
penerbitan SKPP,
4 |Jika sudah lengkap, subkorla non PNBP Surat Pengantar, Surat
menyerahkan kepada PPK untuk Penonaktifan data
ditandatangani supplier, SPTIM 1 Hari
penerbitan SKPP.
5 |Berkas yang sudah ditandatangani PPK Surat Pengantar, Surat
dikembalikan ke subkorla non PNBP Penonaktifan data
L supplier, SPTIM
penerbitan SKPP.
P 1 Hari
6  |Berkas yang sudah divalidasi diserahkan Surat Pengantar, Surat
kepada petugas penghubung untuk diajukan ke y Penonaktifan data
KPPN. supplier, SPTIM
penerbitan SKPP.
7 |KPPN menerbitkan SKPP yang sudah Surat Pengantar, Surat SKPP
ditandatangani. L Penonaktifan data
supplier, SPTIM
penerbitan SKPP.
- 1 Hari
8  |SKPP diserahkan ke yang bersangkutan. SKPP
‘, D




PENJELASAN SOP

6) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran

Sesuai dengan surat kepala BKN Nomor K.26-30 1V.7 -3199, Tanggal 17 Januari 2014, tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil, usia pensiun pegawai
administrasi Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural
eselon T dan eselon 11) adalah 60 (enam puluh) tahun tanpa melalui mekanisme perpanjangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Sedangkan untuk pegawai
administrasi yang tidak menjabat berada di usia 58 (lima puluh delapan) tahun. Sedangkan untuk usia pensiun dosen berada di 65 (enam puluh lima) tahun dan usia
pensiun Profesor ada di usia 70 (tujuh puluh) tahun. Saat Pegawai Negeri (PNS) pensiun, maka harus diajukan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) ke
KPPN.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 2/PB/2013 Tentang Pelaksanaan pembayaran Gaji Menggunakan Database Terpusat, Surat
Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) jika terdapat situasi dimana Pegawai Negeri
Sipil (PNS ):

a. Dipindah tugaskan ke satker lainnya
b. Pensiun
¢. Meninggal dunia

Dokumen Kelengkapan SKPP yang harus disiapkan dan disampaikan ke KPPN :

Surat Pengantar;

Surat Permintaan Penonaktifan Data Supplier Tipe Pegawai.

SKPP sebanyak 4 rangkap untuk pegawai pindah atau 5 rangkap untuk pegawai pensiun.

Surat keputusan mutasi/pindah, pensiun, pensiun janda/duda, uang tunggu, pengangkatan pegawai bagi mantan siswa ikatan dinas;

o o p
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POS AP UANG MAKAN Ewniﬁat\l

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI _um.,bbﬁw}Z.P

1. Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 72 %Bw.omx.mc_@ tentang uang
makan bagi pegawai aparatur sipil negara;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

1. Memahami proses vna_uzm.ﬂmz uang Bmﬁm:

Memahami proses pengusulan SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN

Terampil menggunakan aplikasi GPP (Gaji PNS Pusat)

Terampil menggunakan aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker)

Terampil menggunakan aplikasi ESPM (Elektronik SPM)

Terampil menggunakan aplikasi OM SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara)

7. Terampil menggunakan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)

8. Memhami Microsoft Office

Sl

KETERKAITAN :

| PERALATAN wm?mzmgbz

Pembayaran uang makan pegawai

1. Data kehadiran dari Bagian Kepegawaian
2. Komputer dan jaringan internet

PERINGATAN :

| PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak a__mwmmzmrm: sesuai E.Omma:q maka m_nm_.. menghambat proses pembayaran
uang makan pegawai

Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan manual (arsip)




[SOP BELANJA UANG MAKAN

UNIT KERJA : BAGIAN KEUANGAN UNJ

PELAKSA

NA

MUTU BAKU

- - - KETERANGA
e REQIATAT . _.wmmﬂ.n_% m.qw wﬂ_,.,.oz o mmwwﬂhnz Korla Kenangan | OPERATOR SPP PPK OPERATORSPM|  PPSPM _.mvﬁmmg KPPN BANK PENERIMA KELENGKAPAN WAKTU|  OUTPUT N
| |leyanan kevangan menerina daftar nommatif Daftar Nommatif Uang Makan Rekap
luang makan dari Bagan Kepegawain Kehadean (untuk vang makan) SSP, S3BP,
ﬁ v |SSPE, SPTIM (akhir tahun), dalam bentk 2 hari
Isoflcopy dan hardeopy.
2 |Data diolsh untuk pembuatan uang makan di Daftar Nommatif uang makan, Rekap Kehadiran
aplikasi GPP. Setelahnya, dokumen (untuk uang makan) SSF, SSBP, SSPB, SPTIM
fiserahkan kepada Bendshara Pengel - (akthir tahun), dakam bentuk soficopy dan
umiuk ditandatangan. |ha V.
3 |Bendahara Peng bl Daftar Nommatif Usng Makan Rekap
berkas usubin ke Kork Keuangan untuk Kehadran (untuk wang makan) SSP, SSBP, | .
diverfias SSPB, SPTIM (akhir tahun), dalam bentuk
softcopy dan bardeogy.
4 [Kork Keuangs rifkasi kelkengkap Daftar Nommatif Uang Makan Rekap
herkas usulan Kehadiran {untuk uang makan) SSP, SSBP,
SSPB, SPTIM (akhi tahum), dalam bentuk
kenghap dan hardeopy.
5 |1k sudah lengkap, operator SPP membuat Daflar Nomiatif Uang Makan Rekap SPP
SPP dan Menyerahkan kepada PPK untuk tdak kengkap \ Kehadiran (untuk ueng makan) SSP, SSBP,
|dtandatangan. SSPB, SPTIM (akhir tahum), dalkam bentuk
:  dan dan SPP Vhart
6 |PPK memerksa dan menandatangan berkas Daftar Nomnatif Usng Makan Rekap SPP yang sudah
usubn r Kehadwan {untuk wirg makan) SSP, SSBP, dtandatangani
_ _r_ SSPB, SPTIM (akhr tahun), dakam bentuk
dan dan SPP
7 |Dokurnen diserahkan kepada operator SPM 3 Daftar Nominatif Uang Makan Rekap SPM
umtuk dicetak SPM. m Kehadiran (untuk ueng makan) SSP, SSBP,
_ 3 SSPR, SPTIM (akhir tahum), dalam bentuk
m v dan dan SPP dan SPM
& |Jia tidak sesuai dkembalian ke Korla
Keuangan
| han
9 | Dokumen diserahkan kepada PPSPM untuk Daftar Nominatif Usng Makan Rekap SPM yang sudsh
i, ditandatangani dan dinect. sesuai Kehadliran (wntuk uang makan) SSP, SSBP. dtandatangani dan
.“ _ SSPB, SPTIM (akhi tabun), dalam bentuk dimject
diin hardcopy dan SPP dan SPM
11 |Berkas apan yang sudah divabdasi SPM, Lampran SPM, SSP, Daftar Perubehan,
diserahkan kepada pemegang KIPS untuk SSPB, SSBP dan ADK
dmjukan ke KPPN
12 [Jika tidak sesuai, KPPN mengembalkan
berkas usulan ke unt kerg pengusul tidak sesuai \\v
13 |Jika sesuai, KPPN menerbitkan SP2D —-— SPID 1 Han |Sp2D
14 {Bank mentransfer Uang Makan
[ ]
15 |Uang Makan masuk ke rekenng masing- Bukts Transfer 1 Hari |Uang Tunai
B o 3




PENJELASAN SOP

7) Uang Makan
Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 72 /pmk.05/2016 tentang uang makan bagi pegawai aparatur sipil negara. Uang makan dibayarkan secara rutin
bulanan pada satuan kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Uang Makan diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan daftar hadir Pegawai ASN pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan;

Uang Makan dibayarkan setiap 1 bulan yang pembayarannya dilaksanakan pada awal bulan berikutnya.

Dalam hal Uang Makan tidak dapat dibayarkan setiap 1 bulan, dapat dibayarkan untuk beberapa bulan

Khusus untuk Uang Makan bulan Desember, dapat dibayarkan pada bulan berkenaan mengikuti ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

po ooop

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negara, sesuai dengan pasal 42 ayat 2 { untuk pembayaran Uang Muka Gaji dilengkapi dengan :

a. Daftar Perhitungan Uang Muka Gaji, Rekapitulasi Daftar Uang Muka Gaji, dan halaman luar Daftar Uang Muka Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara
Pengeluaran, dan KPA/PPK;

b. Copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang berupa SK Mutasi Pindah, Surat Permintaan Uang Muka Gaji, dan
Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga;

c. ADK terkait dengan perubahan data pegawai; dan

d. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai.

Lampiran SPM Uang Makan :

a. SPM 2 lembar;

b. Daftar rekening penerima pembayaran apabila penerima pembayaran lebih dari 1 (satu) penerima;
¢. Daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima;

d. Surat Setoran Pajak;

e. ADK SPM.

Jika berkas kelengkapan SPM sudah dikirimkan ke KPPN, maka proses pencairan dapat dimonitoring melalui web Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OM SPAN). Setelah daftar Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) keluar, maka gaji pegawai sudah bisa di cek di rekening masing-masing
pegawai. Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai ASN dengan ketentuan :



oo TP

Tidak hadir kerja;

Sedang melaksanakan perjalanan dinas (tidak termasuk perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sampai dengan 8 Jam);
Sedang melaksanakan cuti;

Sedang melaksanakan tugas belajar; dan/atau

Diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi pemerintah.




NOMOR POS . T /23 [UNZG. (B/KV. 00-0t/ 202

TGL. PEMBUATAN : 28 September 2021

TGL. REVISI

REVISI KE
GL. EFEKT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, [
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Fefly Daruny, SE., M.
BIRO KEUANGAN, BAGIAN KEUANGAN \Z:u =3975041 52000122001
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220 DISAHKAN OLEH

Laman www.unj.ac.id

POS AP RINCIAN GAJI wmﬁ%

DASAR HUKUM : _, ThEe | S ' KUALIFIKASI PELAKSANA : B
1. Peraturan Pemerintah Wo_u:_u:w Indonesia Zo:._oq 15 ,_.m_d:: 2019 ,_,n:ﬂmnm vch_umrmz 1, Znim__m:: proses vnEgmHmz rincian mm.:
Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji 2. Memhami Microsoft Office

Pegawai Negeri;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka vn_mrmmsmm: >nmmm_.m: Pendapatan _umz _wm_mn._m Zomﬁm

KETERKAITAN: el T e RN

Data gaji pegawai

Data uang makan bulan berjalan

Data remunerasi bulan berjalan

Data insentif bulan berjalan

Data sertifikasi dosen dan kehormatan professor bulan berjalan (jika ada)
Data potongan gaji bulan berjalan

Komputer

Pembuatan rincian gaji pegawai

3 SR e

PERINGATAN : | TR _ | | PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat proses pembuatan Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan manual (arsip)
rincian gaji pegawai




SOP RINCIAN GAJI
UNIT KERJA : BAGIAN KEUANGAN

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN BAGIAN Bendah KELENGK KETER
¥ endahara
g A WAKTU| OUTPUT |ANGAN
KEPEGAWAIAN STAERON ENEY Pengeluaran IRl APAN
1 |Bagian Keuangan menetima Slip Gaji,
permintaan dari dosen / pegawai Daftar
untuk pembuatan rincian gaji Rincian Gaji
2 |Staf Non PNBP mencetak slip gaji 3 4 Slip Gaji,
dari aplikasi GPP dan menyusun Daftar
Rincian Gaji Rincian Gaji
3 |Bendahara Pengeluaran Slip Gaji,
menandatangani Slip Gaji dan Rincian Daftar 1 Hari
Gaji Rincian Gaji
4 |Staf Non PNBP menyerahkan Slip Slip Gaj,
Gaji dan Rincian Gaji kepada yang Daftar
bersangkutan Rincian Gaji
: Slip Gaji Slip Gaj,
5 |Rincian gaji diterima pegawai Daftar Daftar
Rincian Gaji Rincian Gaji




PENJELASAN SOP

8) Rincian Gaji Karyawan
Rincian gaji, dibuatkan jika dosen/karyawan mengusulkan permintaan terkait dengan pengajuan BPJS maupun keperluan oleh bank. Rincian gaji karyawan yang
tercantum terdiri dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat dari pengajuan ke KPPN. Remunerasi (gaji BLU/Insentif BLU), Uang makan pegawai, Sertifikasi

Dosen/Kehormatan professor (jika ada). Selain pendapatan, dalam rincian gaji juga dicantumkan potongan gaji pe gawai (jika ada).
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1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara

1. Memahami proses pembuatan SPT Tahunan
2. Memahami aplikasi GPP (Gaji PNS Pusat)
3. Memhami Microsoft Office

KETERKAITAN :

PERALATAN PERLENGKAPAN :

Pembuatan SPT Tahunan pegawai

1. Data penghasilan pegawai
2. Data potongan pajak pegawai
3. Komputer dan jaringan internet

PERINGATAN :

'PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat proses pembuatan
SPT Tahunan pegawai

Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan manual (arsip)




MUTU BAKU

KETERANGA
NO. KEGIATAN PEMBUAT BENDAHARA | UNIT/BAGIAN/F KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT N
DAFTAR GAJI | PENGELUARAN AKULTAS
1 [(Pembuat daftar gaji melakukan SPT Tahunan Dosen/Pegawai
pencetakan SPT Tahunan A “ Ihis
Dosen/Pegawai melalui Aplikasi GPP :
tiap awal tahun
2 |Bendahara menandatangani berkas \ SPT Tahunan Dosen/Pegawai
SPT Tahunan
3 |Berkas yang telah ditanda tangani, v SPT Tahunan Dosen/Pegawai
akan diklasifikasikan per 3 hari
unit/bagian/fakultas
4 |Pendistribusian SPT Tahunan ke v SPT Tahunan Dosen/Pegawai
Unit/Bagian/Fakultas A v




PENJELASAN SOP

9) SPT Tahunan
SPT Tahunan dicetak saat awal tahun yang akan digunakan untuk lapor pajak penghasilan (PPh 21) wajib pajak pribadi dan pengisian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. SPT
Tahunan ini di cetak dengan menggunakan aplikasi GPP, yang kemudian akan didistribusikan ke unit/Bagian/fakultas yang bersangkutan. Setelahnya oleh
unit/Bagian/fakultas akan diteruskan ke masing-masing pegawai.
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TR VAR T o TP L S e I :

-uOm .Pw %\ch RM

1. Peraturan ?-n:ﬁ: Keuangan ﬂnﬁEE_w Fn_onom_u 2059 190/PMK.05/2012° _nam:m Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

1. Memahami proses pembuatan UP/GUP

2. Memahami proses pengusulan SPM ke KPPN
3. Memahami aplikasi SAS

4. Memahami aplikasi ESPM

5. Memahami aplikasi OM SPAN

6. Memahami aplikasi DJP Online

q

_.mnm.ﬂmmﬁa‘_ﬁz

; ?nnB:EE Z.nnomow Office

Realisasi terkait dengan belanja _umabm ES
Laporan keungan BLU UNJ

1 w.ﬁ: _undse_._onmu C_u awal tahun
2. DRPP yang di buat dari aplikasi SAS untuk revolving tiap bulannya
3. SPM GUP

4. KIPS

3. Tagihan pembayaran dari pihak ketiga

6. 1d Billing yang di cetak dr aplikasi DJP Online

7. Komputer dan jaringan internct

S e T e

PENCA ._5. .».Z Hxﬁz wwws.ﬁ.mg,z

Jika SOP ini "aﬂw n_:m_s_u:mrs: sesuai _uSwmn_E maka akan anm:m:z_uB proses uﬂ:ammmn&.
UP dan realisasi belanja barang RM

Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan manual (arsip)
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Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

1. Peraturan Menteri Wn:mnmm: mnug:_ﬂ Indonesia Nomor EQ%ZEA cu\mc—m Hnsnmum ,_,ms .

1. Memahami uammm vna:u:ﬁm: TUP/PTUP

2. Memahami proses pengusulan SPM ke KPPN
3. Memahami aplikasi SAS

4. Memahami aplikasi ESPM

5. Memahami aplikasi OM SPAN

6. Memahami aplikasi DJP Online

q

Zﬂ:rmam _Smn_.omow Office

Pembayaran Tagihan yang jumlahnya :.a.mr. .Ew.m di mmwmmweﬂ nnzmﬁ._ Cvacv

wwﬂ9wﬁwwr”

WE&._ mn:ac_._cams .H.Cv

Surat Persetujuan TUP dari KPPN
SPM Penyediaan TUP

KIPS

Tagihan pembayaran dari pihak ketiga

Id Billing yang di cetak dr aplikasi DJP Online

DRPP yang di buat dari aplikasi SAS untuk PTUP

SPM PTUP

Surat pernyataan dan lampiran perubahan perubahan pemakaian TUP
5 Komputer dan j jari ingan internet

| PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat proses pembayaran
yg diajukan oleh pihak ketiga

Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan _._.E.Em_ ER.E

a\\.ﬁno......__a...ﬁn [NP1]):
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m.Om >1 mm.?_ ZOZ NOZHE—AHC}'F

. UM i A T 'KUALIFIKASI PELAKSANA: R R
1. Peraturan ?_n:ﬁ: _ﬁn:mbmm: Wn-u._v:r _saosnm_m ZOEE uoo%?.:n omhc_m ,_;n_.;m:m ,FB 1. Memahami proses vﬁ:w:mﬁz mmg
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 2. Memahami proses pengusulan SPM ke KPPN
3. Memahami aplikasi SAS
4. Memahami aplikasi ESPM
5. Memahami aplikasi OM SPAN
6. Memhami Microsoft Office
KETERKAITAN : | PERALATAN PERLENGKAPAN:
1. Tagihan pembayaran dari pihak ketiga
Pembayaran Tagihan Non Kontraktual 2. Surat Setoran Pajak
S : 3. SPM
Realisasi belanja barang RM 4 KIPS
Laporan keuangan 5. Komputer dan jaringan internet
PERINGATAN: & | eencaratanD. : &

Jika SOP ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat proses pembayaran
yg diajukan oleh pihak ketiga

Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan manual (arsip)




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

BIRO KEUANGAN, BAGIAN KEUANGAN
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Laman www.unj.ac.id

NOMOR POS

TGL. PEMBUATAN : 28 September 2021

TGL. REVISI

REVISI KE

TGL. EFEKTIF

DIBUAT OLEH

Feny Daruny, SE., M. Ak.
NIP. 197504152000122001

DISAHKAN OLEH

Edy Witanto, SH., M.H.
NIP. 196212261983031001

m.Om .ﬁ. mwg _AOZHEWHdmrﬁ

UPm_:ﬁw HUKUM : )

1. Peraturan Menteri _ﬁo_._w:mms ancw__r Indonesia Nomor 190/PMK. cmbE 2 ,_‘nnshm ,_,m:_
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

?_o:_u_._ﬂs_ v_.om&m vns_o:,:m: va
Memahami proses pengusulan SPM ke KPPN
Memahami aplikasi SAS

Memahami aplikasi ESPM

Memahami aplikasi OM SPAN

Memahami 3_03_3& Office

1.
2.
3
4.
5.
6.

KETERKAITAN;

| PERALATAN PERLENGK/

Pembayaran Tagihan Kontraktual

Kontrak Kegiatan

Tagihan pembayaran dari pihak ketiga
Surat Setoran Pajak

Karwas Kontrak

SPM

KIPS

Komputer dan jaringan internet

R

PERINGATAN :

| PENCATATAN DAN PENDATAAN : R e

Jika SOP ini tidak di _m_ﬁmamwmb sesuai _u:...,.mn__.__. maka akan En:m._.,m:.&mﬂ proses pembayaran
tagihan kontraktual yg diajukan oleh pihak ketiga

Disimpan sebagai data elektronik ?cmnouE n_mn manual (arsip)
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POS AP KARWAS KONTRAK
DASAR HUKUM : R ; | KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :VQ._UZW,&B@_M Tentang Tata

Memahami proses pembuatan Karwas

1.
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 2. Memahami proses pengusulan Karwas ke KPPN
3. Memahami aplikasi SAS
4. Memahami aplikasi ESPM
5. Memahami aplikasi OM SPAN
6. Memhami Microsoft Office

Pengajuan SPM Kontraktual

1. Kontrak Kegiatan
2. Komputer dan jaringan internet

Jika SOP ini tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka SPM Kontraktual tidak bisa di ajukan

Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan manual (arsip)




